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 AUDRAH YESSY AKBAR, E 111 10 264. Program Studi Ilmu 
Politik, Jurusan Ilmu Politik-Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial dan Ilmu 
politik, menyusun skripsi dengan judul “PELEMBAGAAN PARTAI 
GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) SULAWESI SELATAN 
PERIODE 2013-2018” dengan Pembimbing I Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si 
dan A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si selaku pembimbing II. 
Partai Gerindra merupakan partai yang baru didirikan pada tahun 2008 dan 
masih terbilang baru dalam perpolitikan Indonesia. Partai-partai di Indonesia 
selalu menghadapi masalah yang serius, salah satunya adalah tidak adanya 
pelembagaan dalam tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya 
menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak tahu 
apa yang dilakukan partai. Pelembagaan partai tidak dapat dilaksanakan dengan 
baik karena terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai. Hal 
tersebut mendorong untuk dioptimalkannya pelembagaan partai baik dalam tubuh 
maupun dari luar partai, agar partai senantiasa hadir dan melaksanakan fungsi 
sebagaimana mestinya. 
Penggantian kepemimpinan di dalam sebuah partai memang merupakan 
hal yang lumrah dalam sebuah partai politik, jika hal itu dianggap perlu untuk 
dilakukan sebagai upaya penyelamatan partai. Dalam penggantian kepemimpinan 
DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan memunculkan masalah internal. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui dinamika proses pelembagaan yang terjadi pada 
DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan Periode 2013-2018. Penulis menggunakan 
konsep Pelembagaan Partai Politik dari Scott Mainwaring. Hasil dari penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi Partai Gerindra 
khususnya di Sulawesi Selatan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan 
tujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai dinamika proses 
pelembagaan DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Dianalisa secara kualitatif 
berdasarkan laporan dan catatan yang didapatkan di lapangan. Dengan teknik 
pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, serta data sekunder yaitu studi 
kepustakaan dan dokumen. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian kepemimpinan 
Partai Gerindra lebih merupakan karena tidak adanya kesepahaman di antara elit 
di dalam menjalankan partai. Hal ini mengundang perselisihan di dalam internal 
partai. Langkah penggantian kepemimpinan pun diambil sebagai upaya 
penyelamatan terhadap partai. Namun, di dalam proses ini Partai Gerindra belum 
menyandarkan segala proses pelembagaannya ke ADART Partai. Tetapi partai 
hanya melakukan langkah-langkah taktis. Dalam jangka pendek, mungkin hal ini 
menguntungkan Partai Gerindra, namun dalam jangka panjang Partai Gerindra 
tidak akan menjadi Partai yang bertahan lama jika tidak melakukan upaya 




AUDRAH YESSY AKBAR, E 111 10 264. Program of study Political 
Science, Department of Political Science-Government, Science of the Faculty 
of Social and Political Science, with a thesis entitled 
"INSTITUTIONALIZATION PARTY GERAKAN INDONESIA RAYA 
(GERINDRA) SULAWESI SOUTH PERIOD 2013-2018" with Supervisor I 
Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., and A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si, as a 
mentor II. 
Gerindra a new party founded in 2008 and is still fairly new in Indonesian 
politics. Parties in Indonesia are always facing serious problems, one of which is 
the lack of institutionalization within the party as a whole. Party as if only running 
its activities before the election. After that, people do not know what party. 
Institutionalization of the party can’t be executed properly because there are 
internal weaknesses and external parties. It is encouraging to maximal 
institutionalization of the party both in the body and outside the party, that party is 
always present and perform the functions as it should.  
Replacement of leadership in the party is an ordinary thing in a political 
party, if it is deemed necessary to be done as an effort to rescue the party. In 
replacement of the leadership of South Sulawesi Gerindra Council raises internal 
problems. This study aims to determine the dynamics of the process of 
institutionalization that occurred in South Sulawesi DPD Gerindra period 2013-
2018. The author uses the concept of institutionalization of political parties from 
Scott Mainwaring. The results of this research can be an input or an evaluation for 
Gerindra especially in South Sulawesi.  
The method used in this research is descriptive type with the aim to 
provide a factual overview of the dynamics of the process of institutionalization 
DPD Gerindra South Sulawesi. Qualitatively analyzed based on reports and 
records obtained in the field. With data collection techniques is in-depth 
interviews, as well as secondary data and document library research.  
The results showed that the replacement of more Gerindra leadership is 
due to the lack of understanding among the elite in the running of the party. It 
invites the internal strife within the party. Leadership replacement step was taken 
in an attempt to rescue the party. However, in this process has not laid any 
Gerindra to ADART party institutionalization process. But the party just do 
tactical steps. In the short term, perhaps it is advantageous Gerindra, but in the 
long run Gerindra will not be a party that last a long time if not done properly 
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1. 1. Latar Belakang Masalah 
Partai politik dalam sebuah negara demokrasi adalah prasyarat 
yang harus dipenuhi. Partai politik sebagai wadah kontrol dan aspirasi 
pemerintah pun juga harus menjunjung tinggi demokrasi yang selama ini 
mereka perjuangkan. Salah satu prasyarat untuk mengukur tingkat 
demokrasi partai politik dapat dilihat dari seberapa jauh partai politik 
tersebut mampu melakukan pelembagaan partainya baik di tingkat internal 
maupun eksternalnya.  
Pelembagaan atau institusionalisme sebuah partai politik akan 
sangat ditentukan oleh tingkat profesionalisme dalam pengelolaan partai. 
Pengelolaan partai yang dimaksud tentu tidak hanya menjelang 
pelaksanaan pemilu, tetapi juga menyangkut rutinitas partai. Termasuk 
dalam hal ini pembangunan ideologi dan kebijakan partai, aturan main, 
kekuasaan dan latar belakang sosial anggota partai dan pemimpinnya, 
rekruitmen dan seleksi kandidat yang duduk di legislatif, serta proses 
marketing dari partai tersebut. 
Partai-partai di Indonesia selalu menghadapi masalah yang serius, 
salah satunya adalah tidak adanya pelembagaan dalam tubuh partai 
secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya 
menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan 
partai. Pelembagaan partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena 
terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai. Menurut 
Ramlan Surbakti, setidaknya ada tiga kelemahan utama partai politik di 
Indonesia. Pertama, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak 
saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik, yang 
diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan partai yang satu dengan 
partai yang lain. Kedua, secara internal, organisasi partai kurang dikelola 
secara demokratis, sehingga partai politik lebih sebagai organisasi 
pengurus yang bertikai daripada organisme yang hidup sebagai organisasi 
anggota. Ketiga, secara eksternal kurang memiliki pola 
pertanggungjawaban yang jelas terhadap publik1.  
Partai Gerakan Indonesia Raya (disingkat-Gerindra) termasuk 
salah satu partai yang menarik untuk diteliti dan diukur tingkat 
pelembagaannya karena merupakan partai yang masih terbilang baru di 
perpolitikan Indonesia, namun sudah menjadi salah satu partai parlemen. 
Promosinya melalui media massa secara terus-menerus, membuat partai 
ini dengan mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Hal itu juga 
memperlihatkan bahwa partai ini memiliki kemampuan dana yang cukup 
besar. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra memiliki dukungan 
massa dan basis yang besar. Dukungan massa dan basis yang besar ini 
tidak lepas dari pesona kharismatik yang dimiliki oleh mantan menantu 
                                                           
1 Surbakti, Ramlan., Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2002) 
dari Soeharto yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai 
Gerindra, yaitu Prabowo Subianto.  
Personifikasi Prabowo Subianto sebagai ruh dari Partai Gerindra 
merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Akibatnya, Prabowo 
menjadi penentu sentral dalam setiap kebijakan dan keputusan partai. 
Bahkan, segala keputusan politik yang dikeluarkan oleh partai di setiap 
tingkatan harus memperoleh persetujuannya dan setiap kader wajib 
mengamankan rekomendasi yang diputuskannya selaku Ketua Dewan 
Pembina.  Besarnya pengaruh Prabowo terhadap keputusan politik yang 
ada di daerah, juga terjadi di Sulawesi Selatan.  
Kekuatan pengaruh Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina pun 
sangat terlihat ketika penyelesaian masalah internal partai. Adanya 
ketidakharmonisan antar sesama pengurus DPD Partai mengakibatkan 
munculnya permintaan penggantian kepemimpinan. Penelitian ini 
mengenai pelembagaan Partai  yang akan dispesifikkan pada studi kasus 
pelembagaan Partai Gerindra di Sulawesi Selatan dalam penggantian 
kepemimpinan partai. 
Polemik penggantian ini disebabkan karena sejumlah kesalahan 
Rudiyanto dalam memimpin partai yang dibawahinya. Sejumlah 
kegagalan yang dilakukan yaitu yang Pertama, kekalahan Partai Gerindra 
pada Pemilihan Gubernur (PILGUB) Sulawesi Selatan Januari 2013 lalu. 
Saat itu Rudiyanto sendiri selalu menegaskan telah mendapat dukungan 
partai pemilik kursi di parlemen untuk dikendarai maju di Pilgub Sulawesi 
Selatan. Namun pada saat pendaftaran, hanya Partai Gerindra (1 kursi) 
yang mengusung pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi 
(Garuda-Na), sisanya adalah dukungan partai non parlemen. Prabowo 
merasa telah dibohongi oleh Rudiyanto mengenai tingkat elektabilitasnya 
pada Pilgub Sulawesi Selatan 2013.  
Kekalahan putranya, Andi Seto Gadhista Asapa pada Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sinjai, merupakan kegagalan kedua 
bagi Rudiyanto. Saat itu pusat kekuasaan pemerintahan di Sinjai masih 
dipegang oleh Rudiyanto, tapi ternyata kalah oleh kandidat yang diusung 
oleh Partai Demokrat pada saat pemilihan. Kekalahan di Sinjai diperparah 
dengan validitas survei yang digunakan Rudiyanto saat itu. Jelang pilkada, 
sejumlah lembaga survei dan konsultan yang digunakan Rudiyanto untuk 
memenangkan putranya mengunggulkan Seto menang, namun rupanya 
hasil pilkada justru menunjukkan Seto tertinggal jauh. 
Kegagagalan ketiga Rudiyanto, adalah lahirnya ketidakpercayaan 
politik di tubuh DPC Gerindra se-Sulsel karena sikap arogansi Rudiyanto. 
Rudiyanto sering melakukan pemecatan terhadap Ketu DPC tanpa sesuai 
dengan mekanisme partai yang telah diatur di dalam Anggaran dasar dan 
anggaran Rumah Tangga (ADART). Dan bahkan memecat Sekretaris 
Umum dan Bendahara Gerindra Sulawesi Selatan tanpa alasan sama 
sekali. Sosok Rudiyanto memang terbilang otoriter dalam 
kepemimpinannya selama menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan.  
Rudiyanto membiarkan dan mengijinkan istrinya Felicitas Tallu 
Lembang mengambil wewenangnya sebagai Ketua dalam mengadakan 
rapat untuk memutuskan dan menetapkan calon legislatif. Ini jelas telah 
melanggar ADART Partai Gerindra karena itu bukanlah wewenang dari 
Felicitas, tetapi wewenang dari Rudiyanto Sebagai Ketua DPD Partai 
Gerindra Sulawesi Selatan. Dan ini menambah keraguan terhadap 
kepemimpinan dari Rudiyanto. 
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Gerindra Nomor:11-
128/Kpts/DPPGerindra/2013 yang ditandatangani Ketua Umum Prof Dr Ir. 
Suhardi, Msc dan Sekjen Ahmad Muzani, memperjelas adanya 
penggantian kepemimpinan. Hal ini menyatakan bahwa Ir H. La Tinro La 
Tunrung telah resmi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai 
Gerindra Sulawesi Selatan menggantikan Rudiyanto Asapa.  
Polemik yang terjadi dalam tubuh DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan dalam penggantian kepemimpinan partai, sebenarnya 
mengemuka di publik saat La Tinro La Tunrung mengeluarkan pernyataan 
di media massa, mengenai pengangkatan dan penunjukan dirinya sebagai 
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, menggantikan Rudiyanto 
Asapa sebagai Ketua, dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari 
Prabowo Subianto. Akan tetapi, langsung ditanggapi berbeda dalam 
selang waktu yang hampir bersamaan dari pihak Rudiyanto Asapa yang  
juga mengeluarkan pernyataan di media massa dengan mempertanyakan 
keabsahan SK La Tinro. Pihak Rudiyanto berdalih bahwa tidak akan ada 
penggantian sampai selesai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 
mendatang, dan juga belum ada klarifikasi serta pernyataan langsung dari 
Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina.  
Kisruh perpecahan Partai Gerindra ini juga sangat terlihat pada 
verifikasi administrasi data Partai Gerindra dan penyerahan hasil laporan 
dana kampanye calon legislatif (caleg) 2014 ke Komisi Pemilihan Umum 
(KPU). Pada saat penyerahan ada dua versi SK yang diberikan dari Partai 
Gerindra. Laporan dana kampanye caleg pun terbagi atas dua versi yaitu 
Kubu Rudiyanto Asapa dan La Tinro La Tunrung, masing-masing 
menyerahkan berkas laporan dana kampanye. Kubu Rudiyanto 
melampirkan dana kampanye sebesar 1, 7 milyar yang disumbang oleh 22 
dari 83 caleg Gerindra Sulawesi Selatan. Adapun nama-nama caleg yang 
melaporkan dana kampanye dari kubu Rudiyanto adalah Sri Damayanti, 
Erny Soroinsong, Yummi, Chalik Suang, Syarifuddin Tembo, Ester 
Rangga, Jumardin Limpalo, Yusran Sufyan, Muhammad Darwis, Andi 
Corana Oktavia, Nurul Saitry Fathullah, Henry Mulyadi, Andi Sudirman, 
Andi Tenri Rio, Andi Paraja, Yoshepien Marampa, Yervis M pakan, Petrus 
Pice, Sudirman Usman, dan Adam Muhammad.  
 
Caleg yang masuk dalam laporan Rudiyanto paling banyak masing-
masing tiga orang dari dapil Sul-Sel 1 (Makassar A), dapil 3 (Gowa, 
Takalar), dapil 8 (Wajo, Soppeng) dan dapil 11 (Luwu Raya). Sementara 
dapil 5 (Sinjai, Bulukumba) yang merupakan kampung halaman Rudiyanto 
Asapa hanya 2 caleg. Sebaliknya, laporan dana kampanye dari kubu La 
Tinro La Tunrung hanya mencantumkan jumlah sumbangan perseorangan 
sebanyak 66 juta. Tidak ada nama-nama caleg dan belanja kampanye 
dalam laporan dari Gerindra versi La Tinro. Hal inilah yang sempat 
membuat KPU melakukan konfirmasi kepada Partai Gerindra terhadap 
kepemimpinan partai. 
Penggantian kepemimpinan ini jelas mengakibatkan perpecahan di 
internal Partai, karena masih ada pihak yang merasa kurang puas dengan 
keputusan penggantian kepemimpinan. Berdasarkan AD/ART Partai 
Gerindra penggantian kepemimpinan dilakukan pada Musyawarah Daerah 
(Musda) yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali.2 Pada keadaan luar 
biasa, 3  Musda dapat diselenggarakan karena adanya permintaan 2/3 
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang disebut dengan Musyawarah 
Daerah Luar Biasa (Musdalub). Keadaan itu berupa kepemimpinan DPD 
dalam keadaan terancam, DPD melanggar AD/ART, atau DPD tidak dapat 
melaksanakan amanat Musda sehingga organisasi tidak berjalan sesuai 
dengan fungsinya serta kebutuhan Partai dan perkembangan situasi 
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3 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Bab XII Bagian Kedua Pasal 36 mengenai Musyawarah Daerah 
Luar Biasa poin nomor 1 a-c 
politik yang memaksa. Musdalub pun jika ingin tetap diselenggarakan 
harus dapat persetujuan dari Dewan Pembina, yaitu Prabowo Subianto. 
Kondisi kekecewaan oleh sebagian kader Partai pun ini ditambah 
dengan konsekuensi diakomodirnya banyak anggota baru yang langsung 
menduduki jabatan sentral di DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Hal 
ini juga nantinya akan berdampak pada banyaknya kekecewaan yang 
akan muncul kembali di internal terhadap kepengurusan yang baru ini. 
Bahkan kader-kader lama yang dianggap telah berjasa dalam 
membesarkan dan mengembangkan partai ini akan dikeluarkan dari 
kepengurusan Partai Gerindra. Sehingga hal inilah yang memicu lahirnya 
riak-riak masalah internal di tubuh organisasi tersebut.  
DPD Partai Gerindra dalam menyikapi berbagai dinamika yang 
terjadi diinternalnya, melakukan langkah-langkah penguatan organisasi 
secara kelembagaan guna menunjang aktivitas-aktivitas politiknya. Maka 
dari itu, Penulis akan menganalisa masalah ini dari perspektif 
pelembagaan partai politik. Dengan judul, Pelembagaan Partai Gerakan 





1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, 
maka penelitian ini akan membahas permasalahan pokok dengan 
mengacu pada fokus pertanyaan, yakni: 
Bagaimanakah dinamika proses pelembagaan Partai Gerindra 
pada penggantian kepemimpinan DPD Partai Sulawesi Selatan 
Periode 2013-2018? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui tentang dinamika proses pelembagaan Partai 
Gerindra pada penggantian kepemimpinan DPD Partai Sulawesi 
Selatan Periode 2013-2018. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelembagaan 
yang terjadi dalam tubuh DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan 
pada penggantian kepemimpinan partai tahun 2013. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan 
manfaat praktis, yakni: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara ilmiah 
mengenai proses pelembagaan DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan dalam penggantian kepemimpinan partai. 
b. Dalam konteks akademis, penelitian ini akan memperkaya 
khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, 
khususnya studi tentang partai politik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai sarana pengembangan keilmuan bagi Penulis secara 
pribadi. 
b. Memberi informasi kepada masyarakat dalam memahami 
realitas yang terjadi pada partai politik dewasa ini.  
c. Agar menjadi masukan dan referensi bagi para politisi, 
khususnya politisi DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan dalam 
memperkuat pelembagaan partai.  














Di dalam bab ini, Penulis akan memaparkan aspek-aspek yang 
membahas masalah pelembagaan Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Oleh 
karena itu di bawah ini akan diuraikan 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, 
Teori Pelembagaan Partai, dalam aspek pertama ini terbagi atas dua yaitu 
pelembagaan partai yang akan membahas pelembagaan partai secara 
umum, dan yang kedua Dimensi Pelembagaan Partai Menurut Scott 
Mainwaring; Kedua, Partai Politik yang terdiri atas Fungsi Partai Politik, 
Basis Partai, dan Tipologi Partai; Ketiga, Kerangka Pikir; Keempat,; 
Skema Kerangka Pikir.  
2.1. Teori Pelembagaan Partai 
Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan yang sangat 
penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran 
penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan 
dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai 
politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi (political parties created 
democracy). Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk 
diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of institutionalization) 
dalam setiap sistem politik yang demokratis. 
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD) memberikan 
definisi tentang institusionalisasi partai politik. Institusionalisasi berarti 
memiliki ketangguhan dan daya tahan, sanggup menghadapi krisis, dan 
menyuguhkan pemerintahan alternatif yang dapat dipercaya rakyat. 
(Netherlands Institute for Multiparty Democracy, 2004: 12). 
Pelembagaan partai menurut Samuel P. Huntington adalah proses 
organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil 4 . Tingkat 
pelembagaan sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk 
menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduannya. Apabila 
ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasikan dan kemudian diukur, maka sistem 
politik dapat juga dibandingkan satu sama lain berdasarkan tingkat 
kelembagaannya. Selain itu terbuka juga kemungkinan untuk mengukur 
peningkatan dan surutnya pelembagaan organisasi dan tata cara tertentu 
dalam sistem politik.  
Menurut Huntington, terkadang orang awam hanya melihat tingkat 
pelembagaan partai yang bagus berindikator pada kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh partai politik sehingga melupakan bahwa rutinitas partai 
tersebut hanya salah satu indikator jika partai tersebut telah melembaga. 
Semakin mudah tata cara organisasi dalam menyesuaikan diri, semakin 
tinggi pula pelembagaannya; sebaliknya apabila kurang menyesuaikan diri 
dan lebih kaku, pelembagaannya akan semakin rendah pula. Kemampuan 
menyesuaikan diri merupakan ciri khas yang harus dicapai, namun perlu 
digaris bawahi lagi jika pelembagaan juga berkaitan dengan rutinitas 
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partai, sistematika dan aturan (rule) yang dimiliki partai secara kuat harus 
ditegakkan.  
Indikator tingkat pelembagaan partai tersebut tinggi atau tidak di 
ukur dari peran partai dalam mewadahi kader-kadernya, berjalannya roda 
organisasi partai dan partai politik tidak tergantung pada ketokohan salah 
seorang yang ada dalam partai tersebut, hal lainnya yakni partai politik 
hanya terjebak dalam rutinitasnya sebagai partai politik, dalam artian 
partai hanya menjadi semacam penyelenggara acara (Event Organizer) 
sehingga lupa akan fungsinya yang sebenarnya, serta semestinya partai 
juga memiliki pola kesisteman yang kuat sehingga tidak terpatok pada 
satu tokoh semata.  
Tolak ukur yang tepat dalam mengkaji tingginya tingkat 
pelembagaan organisasi bukanlah dari sudut sejauh mana organisasi 
tersebut dapat melaksanakan fungsi tertentu, melainkan justru sejauh 
mana partai politik dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan fungsi. 
Partai politik yang sudah melembaga dengan baik adalah partai politik 
yang tidak tergantung pada ketokohan salah satu anggota dan kadernya. 
Menurut Scott Mainwaring ada empat dimensi institusionalisasi 
partai politik. Pertama, di dalam sistem partai yang telah mengalami 
institusionalisasi terdapat pola kompetisi partai politik yang stabil. Tidak 
ada dominasi personal dari seorang elite politik. Kedua, di dalam sistem 
yang telah mengalami institusionalisasi partai politik miliki akar kuat di 
masyarakat.  Ada ikatan ideologi yang kuat mengikat antara pemilih dan 
partai politik. Ikatan ini kemudian menumbuhkan loyalitas di hati pemilih 
sehingga membuat partai politik mengakar kuat di masyarakat. Ketiga, 
adanya pengakuan dari elite dan warga negara bahwa partai politik adalah 
hal mendasar dan penting bagi kehidupan demokrasi. Keempat, di dalam 
sistem yang telah mengalami institusionalisasi partai politik memiliki 
strukutur internal, prosedur, dan rutinitas jelas. (Mainwaring, 1998: 67-81). 
Kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-
sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “checks 
and balances”. Partai politik adalah merupakan salah satu saja dari bentuk 
pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, 
dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis, namun dalam 
hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai 
media dan wahana tentulah sangat menonjol.  
Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-
proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara 
warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Kesempatan untuk 
berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung 
kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Tingkat kebersamaan itu 
terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan 
bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama 
yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. 
Proses pelembagaan demokrasi itu pada pokoknya sangat 
ditentukan oleh pelembagaan organisasi partai politik sebagai bagian 
yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi itu sendiri. Karena itu, 
menurut Yves Meny and Andrew Knapp5, “A democratic system without 
political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to 
imagine”. Suatu sistem politik dengan hanya 1 (satu) partai politik, 
mustahil untuk disebut demokratis, apalagi jika tanpa partai politik sama 
sekali. 
Tingkat atau derajat pelembagaan partai politik itu sendiri dalam 
sistem demokrasi, menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, tergantung 
kepada 3 (tiga) parameter, yaitu (i) “its age”, (ii) “the depersonalization of 
organization”, dan (iii) “organizational differentiation”.6  Setiap organisasi 
yang normal tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut tahapan 
waktunya sendiri. Karena itu, makin tua usianya, ide-ide dan nilai-nilai 
yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan 
(institutionalized) menjadi tradisi dalam organisasi. 
Organisasi yang berkembang dan makin melembaga cenderung 
pula mengalami proses “depersonalisasi”. Orang dalam maupun orang 
luar sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi yang 
bersangkutan sebagai institusi, dan tidak mencampur-adukkannya dengan 
persoalan personal atau pribadi para individu yang menjadi pengurusnya. 
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Banyak organisasi, meskipun usianya sudah sangat tua, tetapi tidak 
terbangun suatu tradisi pada urusan-urusan pribadi pengurusnya sama 
sekali terpisah dan dipisahkan dari urusan keorganisasian. Dalam hal 
demikian, berarti derajat pelembagaan organisasi tersebut sebagai 
institusi, masih belum kuat, atau lebih belum terlembagakan sebagai 
organisasi yang kuat. 
Berorganisasi merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap 
perjuangan politik. Dengan begitu, harus diakui pula bahwa peranan 
organisasi partai sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan 
demokrasi. Dengan adanya organisasi, perjuangan kepentingan bersama 
menjadi kuat kedudukannya dalam menghadapi pihak lawan atau 
saingan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat 
dikonsolidasikan dalam satu front. 
Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di 
Indonesia, banyak sekali partai politik yang kepengurusannya masih 
sangat “personalized”. Gejala “personalisasi” juga terlihat tatkala suatu 
organisasi mengalami kesulitan dalam melakukan suksesi atau pergantian 
kepemimpinan. Dikatakan oleh Monica dan Jean Charlot,7 “Until a party 
(or any association) has surmounted the crisis of finding a successor to its 
founder, until it has drawn up rules of succession that are legitimate in the 
eyes of its members, its „institutionalization‟ will remain precarious”. 
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 Monica and Jean Charlot, ‘Les Groupes Politiques dans leur Environement’ in J. Leca and M. Grawitz (eds.), 
Traite de Science Politique, iii (Paris: PUF, 1985), 437; dalam Ibid., hal. 89. 
Suatu organisasi yang belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian 
kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan 
yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, maka selama itu pula 
pelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat 
dikatakan kuat. 
Apalagi jika pergantian itu berkenaan dengan pemimpin yang 
merupakan pendiri yang berjasa bagi organisasi bersangkutan, seringkali 
timbul kesulitan untuk melakukan pergantian yang tertib dan damai. 
Derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan tergantung kepada 
persoalan pergantian itu dapat dilakukan secara “impersonal” dan 
“depersonalized”. Jika menggunakan parameter “personalisasi” ini untuk 
menilai organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik di tanah air 
kita dewasa ini, tentu banyak sekali organisasi yang dengan derajat yang 
berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga secara 
“depersonalized”. 
Di samping kedua parameter di atas, derajat pelembagaan 
organisasi juga dapat dilihat dari segi “organizational differentiation”. Yang 
perlu dilihat adalah seberapa jauh organisasi kemasyarakatan ataupun 
partai politik yang bersangkutan berhasil mengorganisasikan diri sebagai 
instrumen untuk dukungan konstituennya. Dalam sistem demokrasi 
dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan 
politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan 
penyalurannya yang tepat melalui pelembagaan partai politik. Semakin 
besar dukungan yang dapat dimobilisasikan oleh dan disalurkan 
aspirasinya melalui suatu partai politik, semakin besar pula potensi partai 
politik itu untuk disebut telah terlembagakan secara tepat. 
Untuk menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan 
aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan 
haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam 
masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin. 
Karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara 
tepat. Di satu pihak partai harus sesuai dengan kebutuhan untuk 
mobilisasi dukungan dan penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, 
struktur organisasi partai politik juga harus disesuaikan dengan format 
organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang 
dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan mereka. 
Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, 
makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan. 
Pelembagaan partai politik dapat diukur dengan melakukan 
penaksiran (assessment) terhadap tingkat pelembagaan yang telah 
berlangsung dalam suatu partai politik. Proses pelembagaan ini 
mengandung dua aspek, aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-
kultural. Vicky Randall dan Lars Svasand  (2002; 13-14) mengusulkan 
empat kriteria untuk mengukur pelembagaan partai 8  yaitu : Pertama, 
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Derajat kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, 
termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, 
prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. 
AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga 
mampu berfungsi sebagai acuan dan prosedur dalam melaksanakan 
semua fungsinya sebagai partai politik. Suatu partai politik dapat 
dikatakan telah terinstitutionalisasi dari segi kesisteman bila partai politik 
melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan 
secara komprehensif dan rinci itu.  
Derajat kesisteman suatu partai poilitik dapat dilihat dari asal-usul 
partai politik tersebut, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari 
atas yang disambut dari bawah. Berikutnya siapakah yang lebih 
menentukan dalam partai, apakah seorang pemimpin yang disegani atau 
pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang 
ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan. Siapakah yang 
menentukan dalam pembuatan keputusan faksi-faksi dalam partai ataukah 
partai secara keseluruhan merupakan salah satu indikator derajat 
kesisteman suatu partai politik dan bagaimana partai memelihara 
hubungan dengan anggota dan simpatisan, apakah bersifat klientelisme 
atau pertukaran dukungan dengan pemberian materi atau menurut 
konstitusi partai (AD/ART).  
Faksi, dan pengelompokan dalam partai juga tidak dengan 
sendirinya buruk. Bila pengelompokan dalam partai terbentuk atas dasar 
primordial, maka pengelompokan akan merusak solidaritas partai karena 
akan menimbulkan konflik diantara faksi partai tersebut. Tetapi bila 
pengelompokan berdasar perbedaan pola dan arah kebijakan, maka 
pengelompokan atau faksi itu justru akan membuat  partai politik tersebut 
akan kaya dengan ide dan konflik yang terjadi justru lebih membangun 
partai politik tersebut.  
Partai politik merupakan wadah konflik atau wadah mengatur dan 
menyelesaikan konflik. Partai politik juga merupakan peserta konflik dalam 
pemilihan umum dan dalam pembuatan keputusan di lembaga legislatif. 
Bahkan, dari fungsinya, partai politik berfungsi menampung dan 
mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan 
bertentangan menjadi suatu alternatif kebijakan publik. Dengan 
melaksanakan fungsi agregasi kepentingan ini, partai politik juga berperan 
sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. AD/ART yang dirumuskan 
secara komprehensif dan rinci harus mampu memberi kaidah dan 
prosedur penuntun tindakan partai politik untuk melaksanakan fungsi 
sebagai lembaga konflik, peserta konflik, dan peyelesaian konflik.  
Kedua, Identitas nilai merupakan orientasi kebijakan dan tindakan 
partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini 
tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan 
partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya. Lapisan 
sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai 
karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideologi atau platform 
partai politik tersebut. Indikator derajat identitas nilai suatu partai politik 
dapat dilihat dari bagaimana hubungan partai dengan kelompok 
masyarakat tertentu, apakah partai politik tersebut merupakan gerakan 
sosial yang didukung kelompok masyarakat tertentu, seperti buruh, petani, 
dunia usaha, kelas menengah, komunitas agama tertentu, komunitas 
kelompok etnik tertentu, dan apa yang akan di dapat jika menjadi anggota 
partai tersebut apakah anggota tersebut akan mendapatkan materi 
ataukah partai politik tersebut dapat bertindak berdasarkan ideologi partai.  
Suatu partai politik dapat dikatakan telah terinstitutionalisasi dari 
segi identitas nilai, apabila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau 
golongan masyarakat sebagai pendukung loyal atau basis sosial. Karena 
pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang 
diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi 
tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau 
platform partai itu. Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung 
yang jelas akan memiliki identitas nilai yang jelas pula, seperti partai buruh 
sesuai namanya jelas memiliki basis sosial pendukung dari kalangan 
buruh karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai itu 
berorientasi pada kepentingan buruh.  
Ketiga, Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan 
keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik 
dengan sumber otoritas tertentu yaitu penguasa, pemerintah maupun 
dengan sumber dana seperti pengusaha, penguasa, negara atau lembaga 
luar, dan sumber dukungan massa yaitu organisasi masyarakat. Pola 
hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa hubungan 
ketergantungan kepada aktor luar, hubungan itu bersifat saling tergantung  
dan hubungan itu berupa jaringan yang memberi dukungan kepada partai. 
Indikator institusional partai politik dapat di ukur dari kemandirian partai 
tersebut dalam membuat suatu keputusan, apabila keputusan partai politik 
itu tidak didikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa 
konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung 
partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan 
keputusan apabila partai tersebut mandiri dalam pendanaan.   
Keempat, Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk 
pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam bayangan 
masyarakat seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama 
di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik 
umumnya, tetapi tentang kiprah masing-masing partai politik bagi 
masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam 
pada pola pikir masyarakat seperti dimaksudkan partai politik tersebut itu, 
maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan 
menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka 
dengan keberadaan partai politik itu.  
Institutionalisasi partai politik dapat dari segi pengetahuan publik, 
apabila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik 
itu sesuai identitas nilai atau platform partai tersebut dan masyarakat pun 
dapat memahami mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan 
tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Derajat pengetahuan 
publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai politik tersebut. 
Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan 
publik mengenai partai itu. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai 
dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk 
mengetahui sosok dan kiprah partai politik itu.  
Membuat lembaga-lembaga politik menjadi efektif bukan hanya 
meliputi penguatan dari segi kapasitas dan sumber dayanya tetapi juga 
merancangnya agar cocok dengan situasi. Hal ini merupakan sebuah 
persoalan yang sangat kompleks dan kontroversial berkenaan dengan 
aturan-aturan elektoral dan konstitusional yang membentuk perwakilan 
dan pemerintahan. Walaupun dominasinya telah terkikis oleh 
pertumbuhan media massa dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, 
partai politik tetap merupakan sebuah kerangka kerja kelembagaan yang 
sangat penting bagi perwakilan dan kepemerintahan dalamsebuah 
demokrasi.  
Partai-partai politik masih tetap menjadi „‟lembaga menengah yang 
paling penting antara warga negara dan negara‟‟. Partai politik juga dapat 
menempa beragam identitas, kepentingan, pilihan dan hasrat menjadi 
undang-undang, bantuan, kebijakan dan koalisi. Tanpa partai-partai efektif 
yang setidaknya memiliki basis dukungan yang agak stabil, Negara-
negara demokrasi tidak akan dapat memiliki pemerintahan yang efektif. 
Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis 
terhadap partai politik. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi 
segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan 
suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya 
kebijakan-kebijakan publik tertentu dengan mengorbankan kepentingan 
umum.  
2.2. Dimensi Pelembagaan Partai Mainwaring 
2.2.1. Stabilitas Pola Kompetisi Partai 
Di dalam sistem partai yang telah mengalami institusionalisasi 
terdapat pola kompetisi partai yang stabil. Tidak ada dominasi personal 
dari seorang elite politik. Stabilitas kompetisi dapat membuat hasil dari 
pemilu lebih bisa diprediksi karena ada pola tersebut. Jika ada sebuah 
partai yang tampak kemudian menghilang (hasil suara yang di dapat naik 
turun setiap ada pemilu), maka hal ini merupakan salah satu ciri bahwa 
partai belum terinstitusionalisasi. Kompetisi partai yang tidak disertai 
institusionalisasi akan mempertinggi angka pergerakan perubahan jumlah 
partai (volatility) dalam pemilu. Peserta pemilu akan terus mengalami 
perubahan.  
Stabilitas kompetisi partai dapat dilihat dari kemampuan daya saing 
partai. Kemampuan ini dapat diukur dari sumber daya yang dimiliki partai 
untuk bersaing. Partai harus mengetahui apa-apa sumber daya yang 
dimiliki oleh partainya dan bagaimana memaksimalkan sumber daya itu 
untuk digunakan menjalankan mesin partai. Dalam hal ini, partai harus 
terlepas dari dominasi personal seorang figur.  
Partai politik di Indonesia sangat terpengaruh pada sosok figur 
yang populer di masyarakat untuk mendapatkan suara. Sehingga 
kebanyakan partai hanya selalu mencari tahu sosok-sosok yang diminati 
oleh masyarakat. Partai pun akhirnya hanya bergantung pada kekuatan 
figur.  
Pada Pemilu di Indonesia selalu terlihat bahwa partai masih 
menggandalkan instrumen-instrumen nonpartai. Partai memanfaatkan 
kefiguran atau ketokohan agama untuk bisa dikenal di kalangan pemilih. 
Para elite partai sibuk melakukan konsolidasi jaringan politik pribadi 
nonpartai melalui tim sukses dan kerabat untuk pengakaran pengaruh 
pada tingkat pemilih. Bagi elite politik hal ini mendorong untuk 
memanfaatkan berbagai instrumen mobilisasi politik nonpartai berbasis 
ketokohan, kekerabatan, jaringan tim sukses atau pertemanan sehingga 
institusi partai tenggelam di balik sosok elite. Akhirnya, elite partai 
membangun sumber-sumber dukungan politik pribadi yang minim 
memanfaatkan mesin partai. Demi popularitas, elite partai pun semakin 
bergerak menjauh dari institusi partai menuju ke personal lewat jaringan 
politik personal. 
2.2.2. Akar Partai Di Masyarakat 
Partai Politik yang telah mengalami institusionalisasi akan memiliki 
akar yang kuat di masyarakat. Ada ikatan ideologi yang kuat mengikat 
antara pemilih dan partai politik. Ikatan ini kemudian yang menumbuhkan 
loyalitas di hati pemilih sehingga membuat partai politik mengakar kuat di 
masyarakat. 
Pengakaran partai (party rooting) melihat bahwa bagaimana partai 
mampu mengakar di benak pemilih. Studi mengenai pengakaran partai 
(Mainwaring dan Torcal, 2005) mengondisikan bahwa partai dikatakan 
mengakar jika memiliki dukungan pemilih stabil dari pemilu ke pemilu, 
mampu menanamkan kepada pemilih rasa keidentitasan, dikenal dalam 
benak pemilih, dan pergerakan mesin partai disokong pemilihnya. Untuk 
mengakar, partai harus mampu mencapai pelembagaan institusi yang 
kuat (Panebianco, 1988; Randal dan Svasand, 2002). Artinya, tidak 
sekadar ditunjukkan oleh kemampuan penetrasi struktur keorganisasian 
partai dari kantor pusat hingga ke daerah-daerah. Bisa saja partai mampu 
melakukan penetrasi keorganisasian hingga ke semua teritorial. 
Ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan elektoral, partai 
gagal menunjukkan eksistensi politiknya. Kalaupun bertahan sebagai 
peserta pada pemilu tersebut, perolehan suara mereka sangat fluktuatif 
(high volatility). Pada titik tertentu, kemampuan partai untuk bertahan dari 
pemilu ke pemilu dikondisikan oleh pengakaran mereka dan 
kemampuannya mengatasi tantangan-tantangan elektoral. Artinya, 
pengakaran partai tidak bisa diukur dari kemampuan partai membangun 
penetrasi keorganisasiannya. Partai dan elitenya bisa saja mengklaim 
didukung oleh massa yang besar atau memiliki jaringan elektoral yang 
masif. Tetapi, mereka rentan menghadapi tantangan-tantangan elektoral, 
seperti pragmatisme pilihan politik pemilihnya sulit diprediksi.  
Pengakaran partai dapat diukur dari dua hal. Pertama, keberhasilan 
membangun kelembagaan partai yang stabil dan kuat dari pemilu ke 
pemilu. Dalam perspektif ini, partai yang mengakar akan berhasil 
mengatasi tantangan-tantangan elektoral seperti potensi pergeseran 
suara pemilih, pragmatisme pemilih, dan ketatnya kompetisi antarpartai. 
Kedua, keberhasilan memperluas basis pemilih, dari pemilih loyal ke 
pemilih baru yang semakin meningkat dari pemilu ke pemilu. Singkat kata, 
partai mengakar didukung pemilih stabil dan mampu melakukan 
pengayaan kelembagaan guna menggali sumbersumber dukungan baru. 
Partai sering harus rela berbagi pengaruh dengan jaringan politik 
personal elitenya asal dapat menambah kursi. Berlakulah logika simbiosis 
mutualisme, yakni partai membutuhkan elite atau caleg-caleg instan untuk 
mendongkrak suara partai. Begitu pula elite atau caleg-caleg butuh partai 
sebagai pengabsah elektabilitas pribadi, walaupun pada akhirnya 
kepentingan partai tidak terwakili. 
Adanya tantangan-tantangan elektoral di atas berimplikasi terhadap 
cara partai dalam mengkreasi pengakaran partai secara instan. Partai 
akan cenderung mengandalkan figur populer sebagai vote getter guna 
mendulang suara massa sebanyak-banyaknya, merekrut caleg-caleg 
selebritis atau menampung elite politik petualang pindahan dari partai lain 
dengan pertimbangan kekuatan jaringan personalnya. 
Partai bukannya menempuh cara-cara modern dalam membangun 
kelembagaan, tapi justru semakin bergerak ke arah partai semu (pseudo 
party). Pseudo party menggambarkan bahwa eksistensi partai tidak hadir 
dalam benak pemilih. Sebaliknya, kehadirannya hanya berfungsi sebagai 
instrumen politik personal para elitenya. Fenomena pseudo party justru 
memperparah prospek pengakaran partai karena partai dengan gampang 
didirikan untuk akomodasi reposisi kepentingan elite menjelang pemilu. 
2.2.3. Pengakuan Terhadap Partai (Legitimasi) 
Ciri ketiga institusionalisasi partai politik berupa adanya pengakuan 
dari elite dan warga negara bahwa partai politik merupakan hal penting 
dan mendasar bagi kehidupan demokrasi. Dalam konteks politik Indonesia 
muktahir hal itu mulai terlihat rapuh. Jika di masa-masa awal reformasi 
publik sangat menaruh ekspektasi tinggi terhadap partai politik sebagai 
harapan bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju 
arah lebih baik, tetapi kita publik justru merasa sangat kecewa terhadap 
kinerja partai politik.  
Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategies 
antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Apabila 
masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin pada partai 
politik untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat 
masyarakat, maka kewenangan itu disebut berlegitimasi (diakui). 
Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan 
masyarakat terhadap hak pemimpina untuk memerintah, membuat, dan 
melaksanakan keputusan politik. 
Legitimasi dari masyarakat sebagai tanda bahwa berjalan atau 
tidaknya fungsi partai politik. Akan tetapi jika partai tidak berfungsi dengan 
baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan 
fungsi-fungsinya, maka yang sering terjadi adalah partai politik yang rakus 
menjalankan proses-proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan.  
Tingkat partisipasi pemilih (voters turn out) yang terus mengalami 
penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu merupakan cerminan dari 
hal tesebut. Di samping itu, peningkatan jumlah floating mass di Indonesia 
saat ini juga dapat dilihat sebagai gambaran akumulasi rasa kecewa 
publik terhadap kinerja partai-partai politik. Alih-alih menjadi harapan bagi 
perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, partai politik kini justru 
lebih menjadi sumber masalah akibat perilaku korup sejumlah elite dan 
kader-kader mereka.   
Di internal partai, legitimasi menjadi sangat penting. Legitimasi 
yang diberikan oleh masyarakat kepada salah satu partai politik, 
merupakan pemberian tanggung jawab dan hak untuk memimpin. 
Pemberian legitimasi ini tergambar dengan kepercayaan dalam 
menentukan siapa pemimpin partai. Pemimpin dalam partai menjadi 
sangat penting karena pemimpin partai lah yang akan mengambil setiap 
keputusan politik dan dalam menentukan arah partai. Pemimpin ini juga 
yang akan membuat mesin partai dalam menjalankan aktivitas baik yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu maupun dalam penentuan 
kebijakan-kebijakan negara. 
2.2.4. Organisasi Partai 
Ciri keempat pelembagaan partai politik berupa kejelasan struktur 
internal, prosedur, dan rutinitas partai politik belum tampak jelas di 
Indonesia. Organisasi internal partai politik di Indonesia belum dapat 
dikatakan baik mengingat cukup banyak terdapat kasus perselisihan 
internal partai politik yang kemudian berujung pada pemisahan kubu dan 
pembentukan partai politik baru. Partai dianggap terlembaga apabila 
organisasi partai bukan merupakan bagian subordinasi dari kepentingan 
pemimpin-pemimpinnya. 
Partai politik saat ini belum ada yang memiliki suatu rencana 
strategi jangka panjang dan program partai politik yang dijunjung tinggi 
serta mencakup seluruh dimensi organisasi. Hal ini merupakan pertanda 
awal bahwa partai politik masa reformasi mengalami kegagalan dalam 
membangun ketangguhan organisasi. Kegagalan organisasi konflik 
internal yang dialami oleh partai-partai politik, baik partai politik besar 
maupun partai politik kecil, secara umum bersumber dari pelanggaran 
terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ADART) partai 
politik bersangkutan.  
Organisasi partai dalam pengambilan keputusan dan pemecahan 
masalah harusnya selalu berdasarkan atas pelaksanaan ADART partai 
secara konsisten dan konsekuen. ADART partai merupakan fondasi dasar 
yang mengatur mekanisme menjalankan partai. Selain itu, ADART juga 
membuat aturan-aturan dasar yang telah disepakati bersama dan 
berfungsi sebagai pengikat antara anggota dan partainya, garis ideologi 
serta arah kebijakan partai. 
Partai seharusnya menjadi institusi utama bagi pembangunan dan 
pematangan pengembangan demokrasi seringkali mengalami konflik 
internal sebagai akibat tidak berjalannya mekanisme demokrasi di internal 
masing-masing partai politik. Tidak jarang keputusan politik ditentukan 
secara sepihak oleh segelintir elite partai politik. Partai politik di Indonesia 
belum memiliki tradisi kuat untuk menjalankan organisasi secara rasional 
dan demokratis.  
Fenomena pelaksanaan munas/kongres/muktamar yang cederung 
didesain untuk memenangkan kelompok berkuasa dalam suatu partai 
politik mencerminkan kecenderungan semacam itu. Para elite politik 
masih menafsirkan munas/kongres/muktamar sebatas pada ajang suksesi 
kepemimpinan semata. Sebagai sebuah institusi permusyawaratan 
tertinggi dari sebuah partai, munas/kongres/muktamar semestinya dapat 
menjadi forum strategis guna melakukan evaluasi komprehensif 
perjalanan partai selama lima tahun terakhir, lebih dari sekadar kompetisi 
sesaat meraih posisi ketua umum. Akibatnya, tidak sedikit partai politik 
baru bermunculan sebagai buah dari konflik internal di arena 
munas/kongres/muktamar tersebut. 
2.3. Partai Politik 
Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan 
meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu 
diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai 
politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung 
antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di  pihak  lain.  
UU RI No. 2 tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa, 
partai  politik  adalah  organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok 
warga  negara Indonesia secara sukarela atas dasar  persamaan, 
kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  kepentingan  anggota, 
masyarakat, bangsa, dan negara.9 
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Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu 
sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses 
memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru 
pun partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Di 
negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai 
partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis, bahwa rakyat berhak turut 
menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang akan 
menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Untuk mencapai tujuan 
itu, partai politik merupakan alat yang baik.   
Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah suatu kelompok 
yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh 
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara 
konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
mereka.10 
Sedangkan Rahman menyimpulkan Partai Politik sebagai 
kumpulan orang yang memiliki nilai dan cita-cita yang sama, terorganisir, 
dan memiliki  tujuan  yang  sama untuk meraih kekuasaan politik dalam 
pemerintahan negara. Partai politik berbeda dengan gerakan (movement). 
Gerakan merupakan kelompok yang memiliki aktivitas melakukan 
perubahan dengan cara-cara politik, terbatas, fundamental dan bersifat 
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ideologis terhadap lembaga politik. Sedangkan partai politik merupakan 
lembaga yang aktivitasnya bertujuan untuk meraih kekuasaan politik.11 
Partai politik juga berbeda dengan pressure group (kelompok 
penekan).  Kelompok penekan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu 
“kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar 
mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan 
keputusan yang merugikan, tidak berusaha untuk menempatkan wakil-
wakilnya dalam lembaga-lembaga tersebut, melainkan cukup 
mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi 
pemerintah atau menteri yang berwenang. Kelompok penekan 
mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit daripada partai politik, karena 
mewakili berbagai golongan lebih banyak memperjuangkan kepentingan 
umum. Kelompok penekan lebih kendor dibanding dengan  partai politik. 
2.3.1. Fungsi Partai Politik 
Dalam menjalankan fungsinya (Mochtar and C. M. Andrews), partai 
politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin 
dicapai. Suatu partai revolusioner akan berjuang untuk merubah seluruh 
tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarakat, dan sistem 
ekonomi dari suatu kondisi; dan apabila berhasil, partai mungkin 
mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu.  Suatu  
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partai  konservatif  dan  tradisional,  yang  terjadi  adalah  sebaliknya yaitu 
hanya berusaha mempertahankan keadaan seperti apa adanya.12 
Istilah Yves Meny dan Andrew Knapp13 , fungsi partai politik itu 
mencakup fungsi (a) mobilisasi dan integrasi, (b) sarana pembentukan 
pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns); (c) sarana 
rekruitmen politik; dan (d) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.  
Menurut Rahman, fungsi Partai Politik yang melekat dalam suatu 
partai politik adalah meliputi: 
 Sosialisasi Politik 
Adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh 
sikap dan  orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku 
dalam masyarakat di mana dia berada. Biasanya proses sosialisasi 
berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa. 
 Partisipasi Politik 
Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong 
masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan 
melalui indoktrinasi ideologi, dasar (platform), asas partai kepada anggota, 
masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya. 
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 Komunikasi Politik 
Fungsi ini adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi 
masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga ketidakjelasan 
pendapat dalam masyarakat berkurang. 
 Artikulasi Kepentingan 
Adalah  fungsi  menyatakan  atau  menyampaikan  (mengartikulasi) 
kepentingan  konstituen  (masyarakat)  kepada  badan-badan  politik  dan 
pemerintah  melalui  kelompok-kelompok  yang  mereka  bentuk  bersama 
orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. 
 Agregasi Kepentingan 
Adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua 
aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai 
program politik dan diusulkan kepada badan legislatif dan calon-calon 
yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-
menawar dengan kelompok-kelompok  kepentingan, dengan menawarkan 
pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau 
mendukung calon tersebut. 
 Pembuat Kebijaksanaan 
Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah 
partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam 
pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan dimaksud adalah 
kekuasaan di lembaga eksekutif maupun legislatif. Setelah memperoleh 
kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam 
membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu 
pemerintahan.14 
Menurut Miriam Budiardjo, dalam sebuah negara  yang  demokratis  
partai  politik  mempunyai fungsi sebagai berikut15: 
 Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik 
Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai melalui 
mana seseorang memperoleh pemahaman dan sikap serta orientasi  
terhadap  fenomena  politik  yang terjadi dimana ia berasal. Proses ini 
biasanya berjalan secara berangsur-angsur. Pada Partai Politik, peran 
sebagai salah satu alat sosialisasi politik dijalankan dengan melalui 
ceramah-ceramah, kursus-kursus, ataupun penataran-penataran bagi 
pengikut atau  kader dari partai politik tertentu. 
 Partai Sebagai Sarana Rekruitmen Politik 
Rekruitmen politik adalah proses mencari atau mengajak 
seseorang yang turut aktif dalam kegiatan politik dan menjadi anggota 
partai. Dalam hal ini partai politik turut memperluas partisipasi politik 
masyarakat dengan mengajak seseorang yang dianggap berbakat dan 
memiliki kecakapan dalam bidang politik untuk menjadi anggota partai 
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politik oleh partai dengan harapan dapat berprestasi dalam bidang politik 
serta mampu mengisi jabatan-jabatan dan sebagai penerus partai. 
 Partai sebagai Sarana Agregasi Politik  
Pada masyarakat yang modern dan kompleks, pendapat seseorang 
atau sekelompok orang sangat beranekaragam yang disebabkan 
banyaknya kepentingan yang ada didalamnya. Oleh karena itu partai 
politik berfungsi untuk menampung dan menggabungkan berbagai 
pendapat dan aspirasi tersebut menjadi satu kebijakan umum. Proses 
penggabungan ini disebut “penggabungan kepentingan” (interest 
aggregation). 
 Partai sebagai Sarana Pengatur Konflik 
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratis berfungsi 
untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dalam pihak-pihak yang 
berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan 
kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa  persoalan ke 
Badan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa 
keputusan politik, diperlukan kesediaan berkompromi antara wakil  rakyat 




2.3.2 Basis Partai Politik 
Suatu partai mendasarkan kekuatannya pada dukungan satu atau 
beberapa kelompok yang mempunyai orientasi dan tujuan-tujuan politik 
yang sama, dengan kata lain partai berdiri di atas suatu dukungan basis 
sosial. Di sini basis sosial diartikan sebagai satu atau beberapa orang 
yang menjadi pendukung utama dari suatu partai politik. Hal tersebut 
mengaitkan tingkat atau kualitas kesetiaan partisipasi dan pemberian 
suara oleh pemilih kepada partainya dalam pemilu. Menurut Angus 
Campbell, ada tiga variable utama yang mampu mempengaruhi perilaku 
individu dalam memilih suatu partai, ketiga variable tersebut adalah 
sebagai berikut : 
 Identifikasi terhadap partai. Secara psikologis, individu memilih 
suatu partai karena adanya rasa kesetiaan dan cintanya pada 
partai tersebut. 
 Isu yang sedang berkembang. Berdasar pada pertimbangan 
terhadap isu yang sedang berkembang, individu memilih partai 
yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin 
pemerintahan. Kelayakan dan kesanggupan suatu partai ditentukan 
oleh isu yang sedang berkembang saat ini. 
 Orientasi terhadap calon. Individu memilih suatu partai karena 
kualitas personal kandidat tanpa memandang pada partai yang 
mendukungnya atau pada isu yang sedang berkembang. Perilaku 
ini terbagi menjadi dua, pertama: kualitas instrumental di mana 
pemilih melihat kemampuan kandidat dalam menangani suatu 
masalah tertentu. Kedua: kualitas simbolis di mana pemilih 
mempunyai pandangan bagaimanakah seharusnya figur pemimpin 
yang baik. 
Dalam politik, basis merujuk kepada sekelompok pemilih yang 
hampir selalu mendukung calon partai tunggal untuk kantor terpilih. Basis 
pemilih sangat tidak mungkin untuk memilih calon dari pihak lawan, 
terlepas dari pandangan spesifik masing-masing kandidat memegang. 
2.3.3 Tipologi Partai Politik 
Tipologi partai politik merupakan sebuah bentuk pengklasifikasian 
berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan 
orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Menurut 
Haryanto, parpol dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara 
umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu: 
 Partai Massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau 
pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini 
memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan 
terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila 
golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut 
mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan 
kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut 
tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri . 
 Partai Kader, kebalikan dari partai massa, partai kader 
mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini 
tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan 
jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan 
ketaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus 
tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, 
akan dipecat keanggotaannya. 
Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap 
ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai 
politik, yakni: 
 Partai Proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai 
tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol 
partai ini adalah pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” 
dengan non-anggota “outs”. Selebihnya partai ini belum 
menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. 
Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk 
berdasarkan pengelompokkan ideologi masyarakat; 
 Partai Kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai 
proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas 
menengah ke atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah 
konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat; 
 Partai Massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat 
sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi 
perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut 
hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada 
pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok 
agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi 
massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk 
mencapai tujuan-tujuan ideologisnya; 
 Partai Diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari parti massa, 
tetapi meliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin 
tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap 
pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota 
partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa; 
 Partai Catch-all, merupakan gabungan dari partai kader dan partai 
massa. Istilah Catch-all pertama kali di kemukakan oleh Otto 
Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan 
perubahan karakteristik. Catch-all dapat diartikan sebagai 
“menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk 
dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah 
memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-
program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti 
ideologi yang kaku.16  
Menurut Peter Schroder, tipologi berdasarkan struktur 
organisasinya terbagi menjadi tiga macam yaitu; 
 Partai Para Pemuka Masyarakat, berupa gabungan yang tidak 
terlalu ketat, yang pada umumnya tidak dipimpin secara sentral 
ataupun profesional, dan yang pada kesempatan tertentu sebelum 
pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat-kandidat tertentu 
untuk memperoleh suatu mandat; 
 Partai Massa, sebagai jawaban terhadap tuntutan sosial dalam 
masyarakat industrial, maka dibentuklah partai-partai yang besar 
dengan banyak anggota dengan tujuan utama mengumpulkan 
kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat terobosan dan 
mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta 
“mempertanyakan kekuasaan”; 
 Partai Kader, partai ini muncul sebagai partai jenis baru dengan 
berdasar pada Lenin. Mereka dapat dikenali berdasarkan 
organisasinya yang ketat, juga karena mereka termasuk 
kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas. Mereka 
berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus 
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melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang 
berkesinambungan. 
2.4. Kerangka Pikir 
Partai politik di Indonesia sudah tentu dituntut untuk 
mengembangkan etika berpartai secara modern karena parpol merupakan 
organisasi modern. Termasuk di dalamnya etika kepemimpinan yang 
demokratis, etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang 
terdiferensiasi, dan etika pertanggungjawaban secara terbuka untuk 
masyarakat, yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal 
partai yang disepakati bersama. Melalui pelembagaan etika berpartai 
semacam itu, partai-partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah 
pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan, tetapi juga bisa 
menjadi basis sekaligus pondasi bagi pelembagaan demokrasi kearah 
yang lebih substansial. 
Partai tidak akan pernah berubah dan menjadi lebih baik apabila 
tidak ada upaya serius untuk mengubahnya menjadi lebih baik.  
Institusional atas partai-partai, terutama melalui perangkat regulasi yang 
dapat mendorong dan memfasilitasi partai-partai kearah format yang 
dikehendaki oleh sebuah sistim demokrasi yang sehat.  
Salah satu fungsi partai politik adalah sarana pengatur konflik. 
Bukan hal yang baru lagi jika Partai Politik mengalami masalah di internal 
Partai. Dalam penelitian ini, Penulis akan memfokuskan pada proses 
pelembagaan konflik internal dalam kaitannya pergantian kepemimpinan 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Seiring masalah internal di DPD Partai 
Gerindra Sulawesi Selatan, menimbulkan kekhawatiran tidak  
tersampaikannya aspirasi masyarakat. Disebabkan perebutan kekuasaan, 
pengaruh dan kepentingan di Partai Gerindra begitu besar. Hal ini pun 
berdampak buruk pada pencitraan parpol di mata masyarakat Sulawesi 
Selatan. 
Selain itu, masalah internal yang terjadi di DPD Partai Gerindra 
Sulawesi-Selatan meluas ketingkat kabupaten/kota. Hal ini tentu dapat  
mempengaruhi  segala  kebijakan  yang  di  ambil  oleh  parpol. Tidak 
hanya itu, masalah yang terjadi pun akan mempengaruhi kinerja kader 
partai dalam menjelang Pileg dan Pilpres mendatang. Parpol yang 
menjadi wadah pendidikan politik yang nantinya akan menghasilkan 
pemimpin bangsa menjadi tidak terlembagakan secara matang. Padahal 
parpol merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat dan 






2.5. Skema Kerangka Pikir : 







































 Dalam bab ini Penulis menjelaskan beberapa hal yang berkaitan 
dalam pelaksanaan penelitian ini seperti: lokasi penelitian, tipe dan dasar 
penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data. 
3.1. Lokasi Penelitian  
Penulis melakukan penelitian di Kota Makassar dengan objek 
penelitian Partai Gerindra. Pelembagaan dalam partai merupakan hal 
yang sangat penting karena pelembagaan inilah yang membuat sebuah 
partai mampu atau tidak dalam menjalankan tugas, fungsi, dan 
peranannya. Dalam institusional partai, kompleksitas masalah yang 
muncul merupakan hal yang wajib diselesaikan. Pergantian 
kepemimpinan DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan merupakan salah 
satu bentuk upaya pelembagaan di internal Partai sendiri. 
3.2. Tipe Dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, 
yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-
fakta yang akan ditemui natinya. Tujuan penelitian deskriptif ini sendiri 
adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat 
mengenai fakta-fakta. Dasar penelitian yang akan digunakan adalah 
metode kualitatif. Pemilihan ini untuk menghasilkan temuan atau 
kebenaran yang lebih mendalam. Yakni kebenaran yang terbangun dari 
berbagai faktor, dimana realitas kebenaran dalam hal ini merupakan 
sesuatu yang dipersepsikan, bukan sekadar fakta yang bebas dari 
konteks dan interpretasi apapun.  
3.3. Jenis Data Penelitian 
3.3.1 Data Primer 
Dalam penelitian ini penulis mencari data untuk mengetahui fakta 
dilapangan. Data yang diperoleh di lapangan atau daerah penelitian yaitu 
hasil wawancara  mendalam  dengan informan. Peneliti turun langsung ke 
DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan untuk mengumpulkan data dalam 
berbagai bentuk, seperti wawancara mendalam. Hasil wawancara ini 
nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan keadaan di DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan melalui studi kasus yang penulis akan 
teliti. 
3.3.2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari  studi  kepustakaan 
dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis  
lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 
penulis lebih banyak mengkaji dan menganalisis informasi yang terdapat 
dalam AD/ART Partai Gerindra dimana literatur ini lebih dalam mengkaji 
mengenai bagaimana Partai Gerindra berjalan dan dijalankan oleh kader 
partainya. Selain itu, terdapat situs-situs atau website dari Partai Gerindra 
yang dapat diakses untuk memperoleh data. Data sekunder dimaksudkan 
sebagai data-data penunjang dari data primer untuk melengkapi penelitian 
ini. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 
yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:  
3.4.1. Wawancara mendalam  
Wawancara yang akan dilakukan oleh yaitu Penulis turun langsung 
dalam mewawancarai beberapa narasumber. Penulis perlu 
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 
informan. Hal ini untuk mengumpulkan informasi mendalam berkaitan 
dengan yang terjadi dalam DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Dalam 
penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 
wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide) untuk menjaga fokus penelitian. Sementara yang akan 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pengurus inti DPD Partai 
Gerindra Sul-Sel dan elemen masyarakat : 
a. Ir. H. La Tinro La Tunrung (Ketua DPD Partai Gerindra 
Sulawesi-Selatan) 
b. Nasrullah Mustamin, SE (Wakil Ketua DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan) 
c. Apiaty Kamaluddin, M.Si (Sekretaris Umum DPD Partai 
Gerindra Sulawesi Selatan) 
d. Anwar Wahab, S.Sos (Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan) 
e. Drs. Ayadi Melleng (Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan) 
f. Aditya Widayat (Anggota Gerakan Tani Rakyat) 
g. Ismail Masse, SE.,MM (Kasubag Humas dan Teknis KPU 
Sulawesi Selatan) 
3.4.2. Dokumen  
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.  
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
dari seseorang. Penulis mendapatkan AD/ART Partai Gerindra, SK 
Pengurusan DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, serta dokumen-
dokumen yang Penulis anggap dibutuhkan nantinya. 
3.5. Teknik Analisis Data 
Analisis data akan berlangsung hampir bersamaan dengan 
pengumpulan data. Hal ini untuk membantu peneliti dalam melihat 
kekurangan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sekaligus menarik 
dugaan-dugaan sementara yang akan dikaji lebih mendalam. Analisis data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 
sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan 
kepada orang lain.  
Pertama Penulis akan mereduksi  data yang telah dikumpulkan,   
berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan hal-hal  
yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya. Dengan demikian data yang 
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,  dan  
mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data 
selanjutnya, dan mencarinya  bila diperlukan. Tahap selanjutnya, hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan hasil pengamatan lainnya, akan 
dituliskan lebih teratur. Hal ini untuk memudahkan peneliti membaca dan 
mencermati data. Selain itu, juga memudahkan proses selanjutnya, yakni 
pengkategorisasian data dalam bentuk lebih sederhana sesuai dengan 
kebutuhan penelitian. Selanjutnya menganalisis informasi antara satu 
sumber dengan sumber lainnya untuk memastikan keabsahan data.  
Selanjutnya menyajikan  data,  maka  akan  memudahkan  peneliti 
untuk  memahami apa yang  terjadi,  merencanakan  kerja  selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian penarikan 
kesimpulan merupakan akhir dari hasil reduksi data dan penyajian data. 
Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara dan 
dokumen berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam 
analisis, setelah data tersebut direduksi dan disajikan. Penarikan 
kesimpulan juga merupakan langkah untuk meringkas data dalam bentuk 
kesimpulan sehingga peneliti dapat melihat data apa saja yang telah 
diperolehnya dan dapat mendukung penelitiannya serta menjawab 
permasalahan awal yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang masih 
bersifat kesimpulan sementara, selanjutnya akan dicermati untuk 
mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penelitian akan berakhir ketika 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Pada bab ini, Penulis akan memaparkan tentang gambaran umum 
lokasi penelitian mengenai “Pelembagaan Partai Gerakan Indonesia Raya 
(Gerindra) Sulawesi Selatan Periode 2013-2018”. Adapun bagian-bagian 
yang dibahas antara lain, sejarah Partai Gerindra; visi dan misi Partai 
Gerindra; tujuan dan fungsi Partai Gerindra; lambang Partai Gerindra; 
anggota dan kader Partai Gerindra; serta gambaran umum DPD Partai 
Gerindra Sulawesi Selatan. Penelitian ini berlangsung di kantor DPD 
Partai Gerindra Sulawesi-Selatan di Jalan Boulevard Ruko Jasper I nomor 
7, kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
4.1. Sejarah Partai Gerindra 
Partai Gerindra adalah sebuah partai politik di Indonesia yang 
didirikan oleh Prof. Dr. Ir. Suhardi M.Sc, seorang dosen Fakultas 
Kehutanan Universitas Gadjah Mada; Fadli Zon, seorang intelektual 
muda; dan Hashim Djojohadikusumo, seorang pengusaha. Partai 
Gerindra dideklarasikan pada tanggal 6 Februari 2008 di Jakarta. Dalam 
Pemilu 2009, Partai Gerindra mendapatkan 26 kursi di DPR RI. Partai ini 
mengusung Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina sebagai 
calon Presiden. Nama Gerindra sendiri diambil dari nama Perindra, yang 
merupakan pemberian langsung dari Presiden Soekarno. Namun, 
Prabowo tidak bisa mendaftarkan nama tersebut karena harus melalui 
persetujuan dari pengurus lama.  
Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat 
kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada 
kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-
Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha 
Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya 
membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi 
sesungguhnya. Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di 
lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua 
setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat 
dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. 
Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, 
sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika 
itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden 
mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 
Akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar 
memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk 
mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, 
yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, 
berkumpullah sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, 
M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris 
Bobihoe. Nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. 
Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo 
Subianto. 
Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab 
dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa 
kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi 
itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni 
terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, 
bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan 
yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan 
UUD NRI tahun 1945. 
Partai Gerindra mempunyai pandangan bahwa budaya bangsa dan 
wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan 
persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan justru menjadi rahmat dan 
menjadi kekuatan bangsa indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat 
masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu 
merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk 
mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa indonesia dari 
kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak 
dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-
porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit 
bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya 
jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak 
ada pilihan lain bagi bangsa indonesia ini kecuali harus menciptakan 
suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi 
kerakyatan. 
4.2. Visi dan Misi Partai Gerindra 
Kelahiran Partai Gerindra bukanlah semata-semata hadir dalam 
percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai Gerindra 
adalah Partai Rakyat, berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Jati diri 
Partai Gerindra adalah kebangsaan, kerakyatan, religius, dan keadlan 
sosial. Watak dari Partai ini adalah demokratis, merdeka, pantang 
menyerah, berpendirian teguh, percaya pada kekuatan sendiri dan 
kekuatan rakyat, terbuka dan taat hukum serta senantiasa memiliki watak 
sebagai pejuang yang erjuang untuk kepentingan rakyat. 
Visi Partai Gerindra adalah menjadi Partai Politik yang mampu 
menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik 
negara  yang melandaskan diri  pada nilai-nilai nasionalisme dan 
religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya 
dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. 
 
Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengemban misi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: 
1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 
2. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada 
pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh 
warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan 
sendiri. 
3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk 
mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. 
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas 
praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta 
melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa 
memandang suku, agama, ras dan atau  latar belakang golongan.  
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui 
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan 





4.3. Tujuan dan Fungsi Partai Gerindra 
Partai Gerindra berdasarkan Anggaran Dasar, mempunyai tujuan 
sebagai berikut: 
1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan 
Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 
Agustus 1945. 
2. Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional 
guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.  
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 
kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi kejujuran dan 
menghormati kebenaran, hukum dan keadilan. 
5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan 
bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian 
bangsa. 
6. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat. 
 
Fungsi dari Partai Gerindra adalah: 
1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa. 
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab 
menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 
3. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat 
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 
4. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk 
membangun masyarakat Pancasila.  
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. 
6. Menghimpun persamaan sikap politik dan  kehendak untuk mencapai 
cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela 
Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala 
bidang.  
8. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi 
rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan 
kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 
 
Untuk mencapai tujuan dan fungsi Partai Gerindra, tugas Partai 
Gerindra adalah : 
1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 
1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 
tanggal 18 Agustus 1945.  
2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan 
yang meliputi aspek-aspek: ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial 
budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk 
mewujudkan cita-cita nasional.  
3. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila 
sebagai pandangan hidup bangsa. 
4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah 
kebijakan politik Partai. 
5. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik 
penyelenggara negara. 
6. Mempersiapkan kader-kader Partai yang terbaik dalam pengisian 
jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi 
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan. 
7. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara 
agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta 
bebas dari segala bentuk korupsi, penyelewengan dan 
penyalahgunaan kekuasaan politik. 
Perangkat Partai terdiri atas: Mahkamah Partai Gerindra yang 
disebut dengan Majelis Etik dan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan 
Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pimpinan Pusat. Struktur partai 
terdiri dari : Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah 
(DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), 
dan Pimpinan Ranting (PR).  
4.4. Lambang Partai Gerindra 
 
Lambang partai mempunyai makna sebagai berikut: 
a. Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang 
melambangkan kesucian, kebersihan dan keikhlasan. 
b. Di tengah kotak terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar 
merah yang melambangkan pengorbanan dan keberanian. 
1) Di tengah lima persegi terdapat gambar kepala burung Garuda 
dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran. 
2) Kepala burung Garuda menghadap ke kanan, melambangkan 
ketegasan dalam bersikap dan bertindak. 
3) Pada leher burung Garuda terdapat sisik yang berjumlah 17 
(tujuh belas), di kepalanya terdapat jengger dan jambul 
berjumlah 8 (delapan), bulu telinga yang berjumlah 4 (empat), 
bingkai gambar kepala burung Garuda persegi 5 (lima), yang 
melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45 (tujuh 
belas Agustus empat puluh lima). 
c. Di atas kepala burung Garuda ada tulisan PARTAI berwarna hitam, 
di bawahnya  bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi  
tulisan berwarna hitam, di  bawahnya lagi ada tulisan GERAKAN 
INDONESIA RAYA berwarna hitam. 
Lambang Dewan Pimpinan Pusat disebut Panji. Lambang Dewan 
Pimpinan Daerah disebut Pataka. Lambang Dewan Pimpinan Cabang 
disebut Tunggul. 
4.5. Anggota dan Kader Partai Gerindra 
Anggota yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Partai Gerindra 
yaitu: 
1. Anggota Partai Gerindra adalah Warga Negara Republik Indonesia 
yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela 
mengajukan permohonan menjadi anggota. 
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai Gerindra 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur di dalam Anggaran 
Rumah Tangga. 
Kader yang diatur dalam Angggaran Dasar (AD) Partai Gerindra 
yaitu: 
1. Kader Partai Gerindra adalah anggota Partai Gerindra yang 
merupakan tenaga inti dan penggerak Partai. 
2. Pembentukan Kader Partai Gerindra dilaksanakan melalui seleksi 
Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader. 
3. Strata Kader Partai Gerindra : 
a. Kader Penggerak.  
b. Kader Pratama.    
c. Kader Muda. 
d. Kader Madya. 
e. Kader Utama. 
f. Kader Manggala.      
4. Kader Partai Gerindra dipersiapkan untuk menjadi: 
a. Calon Pengurus Partai  
b. Bakal calon Anggota DPR dan DPRD. 
c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. 
5. Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai Gerindra sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, diatur 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, Penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian 
dan membahas rumusan masalah yang Penulis ajukan mengenai 
pelembagaan Partai Gerindra pada penggantian kepemimpinan di DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan Periode 2013-2018. Dalam bab ini akan 
terdiri dari : Pertama, stabilitas kompetisi partai; Kedua, akar kuat partai di 
masyarakat; Ketiga, legitimasi terhadap partai dari elit partai dan warga 
negara; serta Keempat, adanya struktur internal, prosedur, dan rutinitas 
partai yang jelas. 
Pilar utama komponen demokrasi adalah pelembagaan partai 
politik. Samuel Huntington dan Larry Diamond, misalnya, berpandangan 
bahwa salah satu indikator utama menuju demokrasi terkonsolidasi 
diperlukan kelembagaan partai politik dan pemilu sebagai esensi 
demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan Katz yang berpendapat tentang 
posisi partai politik sebagai institusi paling esensial dan inti dari 
pemerintahan demokrasi modern.18 Karena itu, prospek demokrasi dan 
demokratisasi di suatu negara sangat ditentukan oleh pelembagaan 
partai-partainya. 
Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan yang sangat 
penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran 
penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan 
                                                           
18 Richard S Katz , A Theory of Parties and Electoral System, Johns Hopkins University Press,1980 
dalam  
dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai 
politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh 
Schattscheider (1942), “Political parties created democracy”. Karena itu, 
partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat 
pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sistem 
politik yang demokratis.  
Fungsi partai politik salah satunya adalah sarana pengatur konflik. 
Namun dalam konteks partai politik di Indonesia, fungsi ini kurang mampu 
dilakukan dan dijalankan secara optimal oleh hampir semua partai politik. 
Dikatakan demikian, karena hampir semua partai politik, baik pada 
tingkatan pusat maupun tingkatan daerah, tidak pernah terlepas dari 
polemik internal yang turut serta mewarnai dinamika perjalanan partai 
tersebut. 
Langkah yang harus dilakukan oleh partai politik untuk menghindari 
perpecahan di internal partai adalah memperkuat derajat pelembagaan 
partai secara menyeluruh pada semua tingkatan, termasuk pada 
perwakilan daerah. Menurut Samuel Huntington, Pelembagaan partai 
adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai 
stabilitas dan nilai tertentu. Institusionalisasi atau pelembagaan partai 
mengacu pada proses stabilitas dan nilai tertentu dalam partai, berarti 
mengarah pada pelaksanaan fungsi dan tujuan partai tersebut yang 
disinkronisasikan dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan partai 
politik. 
Partai Gerindra merupakan sebuah partai politik yang akan tetap 
konsisten untuk melaksanakan pelembagaan partai. Partai yang didirikan 
pada tahun 2008 ini, terus melakukan pemantapan partainya. Partai 
Gerindra telah tumbuh menjadi sebuah partai dengan kekuatan yang 
cukup besar, terbukti dengan keberhasilannya memperoleh dukungan 
suara terbesar pada Pileg 2014. Partai ini mendapat suara terbesar pada 
urutan ketiga secara nasional, di bawah PDIP dan Partai Golkar. Serta 
terbesar kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah Partai Golkar. 
Tetapi disisi lain, Partai Gerindra di usianya yang masih cukup terbilang 
baru dihinggapi berbagai permasalahan dalam menjalankan aktivitas 
kepartaiannya.  
Pada bab ini Penulis akan menganalisa dinamika internal DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan pada penggantian kepemimpinan partai. 
Analisa ini akan menggunakan perspektif Scott Mainwaring yang 
mengemukakan beberapa dimensi dalam konteks pelembagaan partai 
politik, yaitu : 
5.1. Stabilitas Kompetisi Partai 
Ciri pertama di dalam sistem partai yang telah mengalami 
pelembagaan terdapat pola kompetisi partai politik yang stabil. Kestabilan 
partai politik dilihat dan diukur dari perolehan suara dalam setiap pemilu 
yang diikuti. Hasil dari pemilu lebih bisa diprediksi karena ada pola 
tersebut. Jika ada sebuah partai yang tampak kemudian menghilang (hasil 
suara yang didapat naik-turun setiap ada pemilu), maka hal ini merupakan 
salah satu ciri bahwa partai belum terlembaga.  
Kemampuan bersaing partai selalu dipengaruhi oleh sumber daya 
dan kekuatan yang dimiliki oleh partai. Setiap partai mempunyai daya 
saing yang berbeda. Sumber daya partai baik internal maupun eksternal 
akan mempengaruhi kekuatan partai dalam pemilu yaitu dengan 
perolehan suara partai. Hal inilah yang membuat suatu partai dapat atau 
tidaknya bersaing dalam setiap pemilu. 
Idealnya stabilitas partai dilihat dari kemampuan daya saing partai. 
Kemampuan ini diukur dengan stabilitas suara yang diperoleh partai 
dalam setiap Pemilu yang diikutinya. Partai Gerindra dari awal 
didirikannya, sejak tahun 2008, pada tingkat nasional telah mengikuti 2 
Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2009 dan 2014, serta satu kali 
Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2009. Pada Pileg 2009 yang lalu 
Partai Gerindra memperoleh suara yang terbilang sangat kecil yaitu hanya 
sekitar 4,46% dengan jumlah 4.646.406 suara. Dan untuk Provinsi 
Sulawesi Selatan Partai Gerindra hanya memperoleh sekitar 3,5% dengan 
jumlah 49.938 suara.  
Perolehan suara Partai Gerindra terlihat sangat jauh meningkat 
pada Pileg 2014. Partai Gerindra secara nasional berada diurutan ketiga 
sebagai partai peroleh suara terbesar dibawah Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). 
Perolehan suara Partai Gerindra melonjak naik lebih dari 100% 
dibandingkan pada Pileg 2009, yaitu hanya sekitar 11,81% dengan jumlah 
14.760.371 suara. Dan untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Partai 
Gerindra mendapat sekitar 14,99% dengan jumlah suara 660.262 suara. 
Perolehan suara ini, membuat Partai Gerindra menjadi partai lawan dan 
penyeimbang terkuat Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Padahal seperti 
kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah  
lumbung suara dari Partai Golkar.  
Hasil perolehan suara yang sangat meningkat ini tidak diprediksi 
sebelumnya karena kenaikannya sangat besar dibandingkan pada Pileg 
2009. Peningkatan suara Partai Gerindra tidak terlepas dari kekuatan 
yang dimiliki partai dalam bersaing dengan partai-partai besar lainnya. 
Sumber daya yang dimiliki oleh Partai Gerindra adalah tokoh-tokoh yang 
berada di dalamnya. Partai Gerindra mengusung ketokohan Prabowo 
Subianto pada pencapresan RI. Dalam setiap menjalankan aktivitasnya 
Partai Gerindra selalu bersandar pada Prabowo Subianto.  
Personalisasi Prabowo Subianto, sangat kuat mewarnai langkah 
Partai Gerindra baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam setiap 
kebijakan yang akan dikeluarkan, harus melalui pertimbangan dan 
persetujuan dari Dewan Pembina yang merupakan Dewan Pimpinan 
tertinggi Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Baik itu 
pembentukan struktur pengurus, penetapan dan pengajuan caleg, 
penyelenggaraan musda/musdalub, kongres luar biasa, dll. Penyelesaian 
konflik internal dan penggantian kepemimpinan Partai baik di Pusat 
maupun di daerah bahkan setingkat DPC pun tidak luput dari 
kekuasaannya.  
Partai Gerindra merupakan partai yang beda dari partai-partai yang 
lain. Dominasi kekuasaan Prabowo dalam internal Partai Gerindra 
tertuang dengan secara gamblang di dalam ADART Partai dan secara 
kultural hidup di benak kader-kadernya. Hal ini terlihat pada penggantian 
kepemimpinan di Partai Gerindra Sulawesi Selatan Tahun 2013. Tatkala 
Prabowo memutuskan untuk melakukan penggantian Rudiyanto sebagai 
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Diungkapkan oleh Ir. H. La 
Tinro La Tunrung : 
“Di dalam Partai Gerindra untuk penentuan daripada ketua DPD 
seluruh Indonesia langsung ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina. 
Partai Gerindra memang tidak sama dengan partai-partai lain, jadi 
penentuan kepemimpinan DPD merupakan keputusan mutlak 
Prabowo Subianto”.19 
Hal senada diperkuat oleh pernyataan Drs. Ayadi Melleng, yang 
menegaskan bahwa dalam Partai Gerindra sampai di tingkat daerah 
kekuasaan Prabowo dalam mengambil segala keputusan partai sangat 
besar, pun demikian halnya dalam kaitan dengan penggantian 
kepemimpinan DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan : 
“Penggantian kepemimpinan ini sepenuhnya hak milik dan 
keputusan dari Prabowo Subianto, selaku Ketua Dewan Pembina. 
dan Kami percaya inilah yang terbaik”.20 
                                                           
19 Wawancara langsung dengan Ir. H. La Tinro La Tunrung, tanggal 8 April 2014. 
20 Wawancara langsung dengan Drs. Ayadi Melleng, tanggal 13 April 2014. 
Dari pernyataan diatas, peran, pengaruh dan dominasi figur 
Prabowo Subianto dalam memutuskan langkah penggantian 
kepemimpinan ini menjadi sangat jelas. Pengambilan keputusan-
keputusan strategis politik dalam Partai Gerindra memang selalu 
mengandalkan sosok Ketua Dewan Pembina. Besarnya kekuatan 
Prabowo merupakan hak preogratif sebagai Ketua Dewan Pembina 
sehingga sentralisasi kekuasaan tidak bisa dihindari. Sentralisasi 
kekuasaan inilah yang kemudian menyebabkan semua keputusan akhir 
dari seluruh proses politik di daerah atau tingkat lokal pada akhirnya 
berada di tangan elit pimpinan. Akibatnya semua kader harus patuh pada 
keputusan partai. 
Prabowo sendiri mempunyai latar belakang keluarga sebagai tuan 
tanah besar dengan penguasaan lahan sebanyak 3 juta hektar. 
Penguasaan tanah Prabowo dan adiknya Hashim Djojohadikusumo, 
tersebar dalam bentuk lahan perkebunan kelapa sawit, teh, jagung, jarak, 
akasia, padi, dan aren, serta ratusan ribu hektar hutan pinus. Selain 
menguasai perkebunan, keduanya juga menguasai berbagai konsesi 
hutan dengan tujuan bisnis sebanyak 96 ribu hektar yang membentang 
dari Kabupaten Bener Meriah ke kabupaten Aceh Tengah yang 
merupakan sumber kayu pinus bagi pabrik PT Kertas Kraft Aceh di 
Lhoksumawe; 30 ribu hektar perkebunan sawit di Sumatera Barat dan 
Jambi dio bawah PT Tidar Kerinci Agung; 290 ribu hektar konsesi hutan 
PT Tanjung Redep di kalimantan Timur; 350 ribu hektar konsesi hutan 
hasil akuisisi Kiani Group di Kalimantan Timur; 260 ribu hektar konsesi 
hutan PT Kartika Utama di Kalimantan Timur; 260 ribu hektar konsesi 
hutan PT Ikani Lestari; 60 ribu hektar konsesi Nusantara Energy yang 
merupakan holding company Prabowo serta perkebunan PT Belantara 
Pustaka seliuas 15 ribu hektar lebih.  
Prabowo dan adiknya juga memiliki budidaya mutiara serta 
perkebunan jarak seluas seratus hektar untuk bahan bakar nabati di Bima, 
NTB, dan perkebunan jarak seluas seratus hektar untuk bahan bakar 
nabati. Sedangkan di Papua, mengeksplorasi blok gas Rombebai di 
Kabupaten Yapen dengan kandungan gas lebih dari trilyunan kaki kubik.21 
Dengan memiliki sumber-sumber ekonomi yang sangat banyak ini, 
Penulis berasumsi bahwa ini menjadi modal kekuatan dari Prabowo dalam 
menjalankan Partai Gerindra. Akses jaringan sosial Prabowo ke berbagai 
lembaga militer pun juga sangat mudah. Faktor modal kekuatan ini, 
menjadikan Partai Gerindra baik dari segi internal dan eksternal menjadi 
partai yang sangat besar potensinya untuk menarik elit politik ikut 
bergabung. 
Sumber kekuatan ini membuat Prabowo mempunyai hak preogratif 
terhadap Partai Gerindra. Pun dalam hal penggantian kepemimpinan yang 
terjadi di Sulawesi Selatan. Peristiwa penggantian kepemimpinan DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan, memang merupakan hal yang lumrah 
dalam sebuah partai politik, jika hal itu dianggap perlu untuk dilakukan 
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sebagai upaya penyelamatan partai. Terlepas dari kondisi politik yang 
akan dihadapi, suksesi kepemimpinan merupakan proses memperbaiki 
dan menata partai menjadi lebih baik. Dalam penggantian kepemimpinan 
DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan melalui beberapa tahapan sesuai 
dengan ADART Partai. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan 
oleh Anwar Wahab, S.Sos. : 
“Suatu hal yang normal ketika terjadi pergantian kepemimpinan 
dalam suatu partai. Namanya juga organisasi. Jika hal itu lebih baik 
dan dapat memajukan partai, mengapa tidak untuk melakukan 
pergantian? Biasanya, ketika selesai suatu pemilu atau pesta politik 
maka pasti akan ada evaluasi yang dilakukan, seperti misalnya 
Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013, setelah PILGUB 
langsung diadakan evaluasi terhadap kepengurusan DPD. Begitu 
pula dengan kepemimpinan partai, jika dianggap tidak mampu 
memimpin partai, yah akan dilakukan pergantian. Dan ini berlaku 
juga untuk semua pengurus bukan cuma ketua DPD”.22 
Penulis melihat adanya beberapa alasan atau pertimbangan yang 
sangat besar dalam penggantian ini. Hal ini sangat terlihat dengan 
tertutupnya penggantian yang dilakukan oleh Prabowo, untuk mengatasi 
polemik kepemimpinan di Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Sebagai 
Ketua Dewan Pembina dan sebagai ruh dari Partai ini, Prabowo 
memerlukan dukungan dari tokoh-tokoh yang lebih sentral dan 
berpengaruh di daerah saat Pileg 2014 dan saat mencalonkan diri sebagai 
Presiden. Senada yang dikatakan Angelo Panebianco, Pelembagaan 
politik menurutnya, erat kaitannya dgn arti pentingnya pemimpin, terutama 
ketika suatu organisasi didirikan. Pada tahap pendirian partai politik, para 
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pemimpinnya baik yg kharismatik ataupun tidak, tetap memiliki peran yg 
menentukan dalam menyampaikan ideologi yg akan dianut, menetapkan 
basis sosial organisasi, memetakan wilayah sasaran serta dalam 
menyusun bentuk organisasi berdasarkan tujuan ideologis dan sosialnya. 
Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Drs. 
Ayadi Melleng : 
“Pak Prabowo sendiri yang mencari sosok pengganti. Kira-kira 
siapa tokoh di Sulawesi Selatan yang memiliki kemampuan dan 
dapat diajak bergabung ke dalam Partai. Sosok Pak La Tinro lah 
yang dianggap sangat pas dan sangat cocok, orang yang memang 
mampu memimpin karena memiliki dan menguasai segala sumber. 
Mampu dalam sumber daya, ekonomi, dll. Siapa sih yang tidak 
mengenal La Tunrung? Pendanaan partai pun sekarang ini ya dari 
Pak La Tinro. Dan ini memang berkah untuk Partai Gerindra dan 
bagi kami semua”.23 
 Berdasarkan pernyataan informan di atas, penggantian 
kepemimpinan lebih dikarenakan oleh Partai Gerindra mencari sosok 
pemimpin yang lebih berpengaruh dan lebih menguasai segala sumber 
kekuatan. Pencarian figur ini menjadi langkah strategis yang ditempuh 
Partai Gerindra sebagai upaya penyelamatan terhadap partai. Partai 
melihat adanya kecenderungan masyarakat dalam memilih tidak lagi pada 
orientasi kesamaan ideologi atau visi misi tetapi karena figur populer. 
Kecenderungan inilah yang dimanfaatkan oleh partai Gerindra dalam 
mencari sosok pemimpin partai yang dapat mengakomodasi kepentingan 
partai tersebut jika ingin menang dalam pemilu.  
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La Tinro La Tunrung pengganti Rudiyanto, merupakan salah satu 
sosok yang cukup sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan dan dianggap 
dapat menjadi angin segar terhadap kegagalan-kegagalan partai. 
Kemampuan yang dimiliki oleh sosok La Tinro La Tunrung menjadi bahan 
pertimbangan yang sangat besar. Kemampuan itu terlihat dengan 
kemapanannya, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dalam 
berpartai atau berorganisasi, maupun dari segi kemampuan finansial serta 
keluarga yang cukup tersohor di Sulawesi Selatan. 
Seperti yang diketahui sosok La Tinro La Tunrung merupakan 
sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Keluarga La Tinro adalah 
salah satu keluarga besar dan ternama di Sulawesi Selatan. La Tunrung 
adalah saudagar pibumi pertama di Sulawesi Selatan, bahkan mungkin di 
Indonesia yang mendirikan sebuah bank pada tahun 1956. Dan sekarang 
telah memiliki perusahaan Money Changer (MC) atau penukaran uang 
yang mempunyai cabang di seluruh Indonesia.  
Latar belakang keluarga pengusaha besar di Indonesia, La Tinro, 
pria kelahiran 18 Oktober 1956, pemilik sejumlah perusahaan mulai dari 
bidang konstruksi, kelistrikan, dan tambang ini pun menjadi sangat 
populer di masyarakat, terlebih di Kabupaten Enrekang setelah menjabat 
sebagai Bupati selama 2 periode. Kepribadiannya yang terbuka, ramah, 
dan berwibawa pun sangat disukai oleh masyarakat. Kemapanan La Tinro 
dari segi finansial dan dalam berpartai sudah tidak dapat diragukan lagi 
oleh kader Partai Gerindra untuk memimpin Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Gaya kepemimpinannya dalam memimpin partai pun juga sangat 
berbeda dengan Rudiyanto. Sesuai dengan yang diungkapkan Anwar 
Wahab, S.Sos : 
“Gaya kepemimpinannya Rudiyanto, tegas, kaku, tertutup, dan 
sedikit teklek. Mungkin karena beliau juga dari latar belakang 
keturunan Kerajaan. Tetapi sangat berbeda dengan Pak La Tinro 
sangat terbuka, kredibel, memang sangat mampu dalam 
memimpin.”24 
Sosok La Tinro La Tunrung selaku aktor politik memiliki 
kemampuan yang luar biasa dalam hal memimpin seseorang/pengikutnya. 
Kepatuhan seorang bawahan timbul dari kepercayaan penuh kepada 
pemimpinnya. Dapat dikatakan La Tinro mempunyai kemampuan luar 
biasa diluar kemampuan orang-orang biasa, sebagai pejabat politik 
memiliki kelebihan sifat yaitu kepribadian mempengaruhi pikiran, dan 
tingkah laku orang lain, karena dipandang sebagai aktor yang istimewa 
karena sifatnya yang berwibawa.  
Kepribadian La Tinro diterima dan dipercayai sebagai orang yang 
dihormati, disegani, dipatuhi dan ditaati. Mampu menggerakkan atribut 
sekelilingnya dalam menjalankan manajemennya. Aspek-aspek perilaku 
yang muncul sebagai konsekuensi dari sosoknya sebagai pemimpin, 
mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi dan mensiasati 
perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga dapat dikategorikan sebagai 
seorang aktor politik yang mampu berjiwa demokratis dalam memimpin 
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DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Hal senada juga diungkapkan oleh 
Drs. Ayadi Melleng : 
“Yang membedakan antara Rudiyanto dan La Tinro adalah gaya 
kepemimpinan mereka. Rudiyanto tertutup, dan sombong, 
“istilahnya jangankan beliau yang menyapa duluan, bahkan 
terkadang kita yang sapa duluan tapi tidak ditanggapiji”, terasa 
perbedaan antara yang pemimpin dan yang anggota. Beda dengan 
Pak La tinro, beliau yang menghubungi dan menanyakan kabar dan 
perkembangan kerjaan kami duluan.”25 
Berdasarkan pemahaman informan tersebut, La Tinro dinilai sangat 
bersahaja bagi anggota DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, dekat dan 
berbaur dengan kalangan manapun, mampu membangun komunikasi 
secara harmonis dengan berbagai komponen anggota. Sosok La Tinro 
merupakan sosok pemimpin yang memiliki jiwa demokratis yang tercermin 
dari sifat responsive leader yang menjadikan masyarakat sebagai 
tumpuan dalam kepemimpinan politiknya. Dalam dimensi kesisteman 
Vicky Randall dan Lars Svasaand (2002; 13-14), pemimpin yang dominan 
dalam partai politik tidaklah dengan sendirinya buruk. Peran pemimpin 
dominan akan menimbulkan akibat buruk sang pemimpin menggunakan 
kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, sedangkan peran 
dominan pemimpin akan menimbulkan akibat positif bila sang pemimpin 
menggunakan kharismanya membangun kesisteman dalam partai.  
Penulis melihat kepemimpinan La Tinro dirasakan sangat berbeda 
ketika DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan dipimpin oleh Rudiyanto. 
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Ketokohan La Tinro memang menjadi hal yang mendasari kemajuan pesat 
Partai Gerindra. Selain La Tinro, sejumlah tokoh besar daerah dibawah 
kepengurusannya bergabung dalam DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Beberapa tokoh tersebut diantaranya adalah, Idris Manggabarani 
yang sekarang juga menduduki posisi sentral yaitu sebagai Wakil Ketua.  
Latar belakang Idris Manggabarani sebagai pemilik dari IMB Group 
yaitu pengusaha besar dalam bidang property di Indonesia membuat 
semakin besarnya kekuatan finansial dari DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Selain dari faktor latar belakang sosok Idris Manggabarani 
sebagai pengusaha, popularitas dan elektabilitasnya pun juga sangat 
menguat karena pencalonannya sebagai Walikota Makassar.  
Bergabung juga Mantan asisten IV pemerintah kota (Pemkot) 
Makassar, Apiaty Kamaluddin Amin Syam, yang menempati posisi 
sebagai Sekretaris Umum DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Apiaty 
Kamaluddin yang tak lain juga adalah istri mantan Gubernur Sulawesi 
Selatan Amin Syam ini juga mempunyai latar belakang yang tak kalah 
gemilang. Tumbuh dalam keluarga pengusaha yang tersohor dan latar 
belakang keluarga yang besar pula serta mempunyai popularitas yang 
tinggi di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 
Anggota lain yang ikut bergabung adalah tokoh-tokoh daerah 
Sulawesi Selatan yaitu diantaranya Mantan Wakil Bupati Kabupaten 
Luwu, H. Basmin Mattayang sebagai Wakil Ketua; Drs. H. A. Soetomo, 
Bupati Kabupaten Soppeng, sebagai Ketua Dewan penasehat; Mantan 
Bupati Kabupaten Bulukumba, A. Sukri Sappewali; Wakil Bupati 
Kabupaten Jeneponto, Mulyadi Mustamu; dll. 
Tokoh-tokoh besar yang berhasil diajak bergabung ke dalam Partai 
Gerindra menjadi kekuatan dari Partai Gerindra. Sejumlah tokoh besar 
daerah yang ikut bergabung dalam Partai Gerindra, sangat mempengaruhi 
perolehan suara Pileg 2014 di Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh ini 
mempunyai latar belakang yang hebat dan juga pendukung serta loyalis 
sendiri. Kekuatan lokal yang dimiliki oleh setiap figur di dalam Partai 
Gerindra merupakan sumber daya yang menjadi kekuatan partai yang 
akan partai gunakan dalam memperoleh suara pada pemilu. Ketika 
mereka bergabung dalam satu partai akan menjadi kekuatan yang besar. 
Tidak hanya dari segi pendukung dan ketokohan masing-masing, tetapi 
juga utamanya dari segi finansial yang berpengaruh pada kekuatan 
pendanaan partai.  
Kekuatan figur di dalam DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan 
menjadi salah satu kunci dalam memenangkan Pileg 2014. Tokoh-tokoh 
besar yang bergabung ke dalam partai, rata-rata dengan latar belakang 
sebagai pengusaha dan dengan visi ekonomi yang orientasinya hanya 
bisnis, maka Penulis berasumsi bahwa ini yang menjadi motif utama dan 
terbesar mereka bergabung ke dalam DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Bahwa Partai Gerindra, tidak lain dan tidak bukan, digunakan 
secara kasar untuk mendapatkan akses secara langsung terhadap 
kebijakan pengelolaan sumber daya.  
Tokoh-tokoh daerah yang ikut bergabung juga merupakan salah 
satu langkah yang sangat strategis. Karena tokoh-tokoh di daerah ini yang 
akan sangat menguasai mengenai daerah mereka masing-masing 
sehingga sangat mudah dalam menentukan strategi yang akan digunakan 
dalam pemilu. Hal inilah menurut Penulis menjadi sumber daya dari DPD 
Partai Gerindra dan inilah yang sangat mempengaruhi peningkatan suara 
Partai Gerindra di Sulawesi Selatan pada Pileg 2014. 
Penulis menyimpulkan bahwa bergabungnya tokoh-tokoh besar 
dalam DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, ini menyebabkan 
perubahan dan peningkatan perolehan suara partai pada Pileg 2014. Hal 
inilah yang menjadi kekuatan partai baik secara internal dan eksternal 
dengan kemampuannya dalam figuritas tokoh, kemapanan dalam 
berorganisasi, kekuatan finansial, serta basis dukungan sendiri dari tokoh-
tokoh tersebut. Dalam jangka pendek, kekuatan inilah yang membuat 
Partai Gerindra dapat bersaing dengan partai-partai besar lainnya pada 
Pileg 2014 di Sulawesi Selatan.   
 Dalam jangka panjang tentu akan sangat merugikan partai. Karena 
kekuatan Partai Gerindra bergantung pada figuritas dari tokoh saja. 
Kenaikan suara partai yang begitu tajam yang hanya disebabkan karena 
menguatnya kekuatan figur dalam DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, 
bukan karena menguatnya peran dan maksimalnya kerja mesin partai. 
Jadi, ketika partai kehilangan tokoh yang menjadi penentu dalam 
partainya, maka hilang juga suara pada partai tersebut. Peran partai politik 
yang semakin mundur dan terpusatnya kekuatan partai pada sosok figur 
menandakan dari belum stabilnya Partai Gerindra dalam bersaing dengan 
partai-partai lainnya. 
Merujuk kembali ke dimensi stabilitas kompetisi partai Scott 
Mainwaring, kekuatan Partai Gerindra untuk bersaing dengan partai politik 
yang lain adalah dominan pada kekuatan figur yang ada dalam partai. Dan 
kekuatan partai dalam bersaing masih sangat lemah sehingga hal ini 
membuat tidak adanya kestabilan suara yang diperoleh Partai Gerindra 
pada pemilu. Ini membuktikan bahwa dalam dimensi stabilitas kompetisi 
partai, Partai Gerindra belum terlembaga dengan baik. 
 
5.2. Akar Partai Di Masyarakat 
Pada sistem partai yang sudah terlembaga, partai mempunyai akar 
yang kuat di dalam masyarakat. Ideologi sebuah partai akan konsisten, 
karena ideologi inilah yang mengikat antara para pemilih dengan partai 
tersebut sehingga para pemilih menjadi loyal yang pada akhirnya partai 
tersebut mengakar kuat di masyarakat. Idealnya partai politik memiliki 
pendukung utama yang tidak berubah di setiap pemilu dan partai juga 
mempunyai ideologi yang mengikat. Akar partai dalam masyarakat ini 
ditentukan oleh program dan ideologi yang jelas dan dapat diterima 
masyarakat, serta menyangkut hubungan antara partai dan pemilihnya. 
DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan hadir untuk 
mengimplementasikan seluruh tujuan dan usaha-usaha yang telah 
direncanakan berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai, hal ini 
tertuang dalam AD/ART dan pedoman organisasi partai. Senada dengan 
yang diungkapkan oleh Austin Ranney (2003), yakni salah satu ciri 
fundamental yang dimiliki oleh partai politik adalah hadirnya beberapa 
orang yang terorganisasi, yang dengan sengaja bertindak bersama-sama 
untuk mencapai tujuan-tujuan partai berdasarkan identifikasi tertentu.  
Upaya Partai Gerindra untuk mendekatkan diri dan membangun 
ikatan kepada masyarakat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
Pertama, mendirikan posko Partai Gerindra peduli rakyat untuk membantu 
para korban bencana alam dan aktif memberikan bantuan kepada 
masyarakat yang kurang mampu yang sedang terkena bencana. Kedua, 
membuat buku hasil pikiran Prabowo Subianto yang berjudul 
“Membangun Kembali Indonesia Raya”, sebagai wujud kepedulian 
Prabowo terhadap nasib para petani di Indonesia. Dan ketiga, menjalin 
hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat manapun 
juga. Misalnya hubungan baik yang dibangun oleh Prabowo Subianto 
dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti Himpunan Kerukunan 
Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pemerintahan Daerah Se Indonesia 
(APDESI), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), dan 
Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) yang sangat memiliki massa 
yang besar. 
Mempertegas pengembangan gagasan ekonomi kerakyatan agar 
mampu diterima dan berjalan efektif di masyarakat, Partai Gerindra 
bergabung dengan organisasi-organisasi yang memiliki keterkaitan 
dengan pengembangan ekonomi kerakyatan diantaranya adalah HKTI. 
HKTI adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala 
nasional, berdiri sendiri dan mandiri yang dikembangkan berdasarkan 
kesamaan aktivitas, profesi, dan pengembangan pedesaan, sehingga 
memiliki karakter profesional dan persaudaraan.  
HKTI bertujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat, 
dan martabat insan tani, penduduk dan pelaku agribisnis lainnya, melalui 
pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan 
pembangunan pertanian serta sektor pertanian sebagai basis 
pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan  tujuan nasional 
sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.  
Kelompok masyarakat yang amat potensial untuk diraih dan direbut 
simpatinya adalah petani. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada 
September 2013 jumlah masyarakat yang menjadi petani adalah 26,13 
juta orang. Sungguh jumlah yang menggiurkan. Tahun 2003 jumlah petani 
adalah 31,17 juta, jadi berkurang sebesar 5,0 juta orang selama 10 tahun 
atau mengalami penurunan 1,75% per tahun. Jika kita melihat catatan 
hasil pemilu 2009, jumlah perolehan suara tertinggi pemenang pemilu 
yaitu Partai Demokrat berjumlah 21.703.137 suara. Lebih sedikit dari 
jumlah petani di Indonesia 26,13 juta orang. Logikanya, apabila ada suatu 
partai hanya beranggotakan petani saja pasti partai ini akan 
memenangkan pemilu dan dapat mengusung calon Presiden sendiri tanpa 
harus berkoalisi dengan partai yang lain.  
Prabowo dalam berbagai iklan politiknya, selalu mengusung jargon 
petani sebagai simbol kerakyatan yang akan diperjuangkan. Dengan 
adanya relasi ke organisasi HKTI, Partai Gerindra lebih mengidentikkan 
diri sebagai partai petani dan mudah mengajak masyarakat agar mau 
menerima serta mempraktekan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya partai dalam memperkuat basis dukungannya. Sesuai 
dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Apiaty Kamaluddin, M.Si : 
“Pak Prabowo sangat peduli dengan rakyat Indonesia. Pak 
Prabowo sangat menaruh perhatian pada sektor pertanian kita. Dan 
ini sangat menandakan bahwa memang sosok Prabowo ini sangat 
peduli dengan rakyat, khususnya petani-petani di Indonesia. Inilah 
juga yang melatarbelakangi beliau sangat ingin untuk mengambil 
dan merebut kepemimpinan nasional, agar terjadi perubahan 
kehidupan untuk masyarakat Indonesia.”26    
 
Posisi Prabowo sebagai Ketua HKTI selama hampir 2 periode 
(2005-2010 dan 2010-2015) tentu bisa sangat menguntungkan bagi 
Prabowo. Namun, hal itu menguntungkan jika afiliasi Prabowo dengan 
HKTI secara nasional dan lokal terjalin dengan baik. Jumlah massa yang 
begitu sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia, tentu bukan hal 
yang sulit lagi untuk memenangkan Pemilu jika Partai Gerindra ingin maju 
dalam mengikuti setiap pemilu. HKTI Sulawesi Selatan pun dipimpin oleh 
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kader Partai Gerindra yaitu Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan, Rudiyanto Asapa (2011-2016).  
Partai Gerindra menguasai segala aspek kehidupan. Ideologi 
nasionalisme dengan ekonomi kerakyatannya, membuat partai ini menjadi 
partai yang menarik oleh masyarakat. Pada tingkatan daerah, DPD Partai 
Gerindra Sulawesi Selatan pun berkorelasi dengan HKTI dan mendirikan 
sejumlah sayap-sayap partai yang di bidang pertanian. Organisasi ini yang 
bertugas untuk menjadi perpanjangan tangan dari Partai ke masyarakat 
ataupun sebaliknya, serta sebagai sarana rekruitmen kader. Seperti 
diungkapkan, Dr. Ir. Apiaty Kamaluddin, M.Si : 
 “Jaringan dan basis sosial, sangat banyak, seperti dalam bidang 
kemasyarakatan. HKTI pun kami mempunyai hubungan yang 
sangat dekat. Banyak juga sayap partai dan relawan-relawan Partai 
Gerindra. Tapi jaringan ini tidak termasuk dalam kepengurusan. Ini 
dibuatkan surat penunjukan dari partai. Contohnya yaitu 
anjangsana, berkunjung ke rumah sakit dengan pemberian 
bantuan. Banyak sayap-sayap partai, TIDAR, SATRIA, dll. Sayap 
partai juga sebagai rekruitmen anggota. Dalam sektor pertanian, 
Partai pun punya organisasi sayap partai yaitu GETAR (Gerakan 
Tani Rakyat).”27 
Sayap-sayap partai bertugas selain untuk rekruitmen anggota juga 
mengenalkan dan mensosialisasikan partai di kalangan masyarakat. 
Selain organisasi sayap, Partai Gerindra Sulawesi Selatan juga 
membentuk dan menghimpun relawan-relawan dalam memenangkan 
Prabowo Subianto dalam Pencapresannya dan sekaligus juga 
memperkuat akar partai di masyarakat.  
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Partai Gerindra tidak dapat dilepaskan dari Organisasi HKTI yang 
telah berperan cukup besar dalam pendirian dan pengembangannya, pola 
hubungan ini jugalah yang tidak sedikit mempengaruhi pola aktivitas 
Partai Gerindra dalam keseharian. HKTI merupakan bagian yang sangat 
mendasar bagi organisasi Partai Gerindra, hal ini tidak terlepas dari nilai 
kesejarahan yang telah terbangun diantara keduanya. Senada yang 
diungkapkan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand (2002;13-14) dimensi 
identitas nilai dalam pelembagaan partai yakni nilai (value) yang menjadi 
roh organisasi dalam merumuskan setiap aksi. Orientasi kebijakan dan 
tindakan partai politik harus berdasarkan atas ideologi atau platform 
partai. 
Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan, HKTI di dalam tubuh Partai Gerindra tidak dapat 
dielakkan begitu juga dengan sebaliknya, relasi yang terbangun antara 
DPD Partai Gerindra Sulsel dengan HKTI terjalin cukup baik, seperti yang 
dungkapkan oleh Ir. H. La Tinro La Tunrung : 
“Hubungan antara Partai Gerindra dengan HKTI memang tidak bisa 
dipisahkan baik secara historis maupun secara emosional. Bahkan 
pada awal berdirinya Partai Gerindra, dasar HKTI lah yang 
digunakan. Karena memang pada awal pendiriannya, orang-
orangnya berasal dari HKTI. Kami memang partai yang 
memberikan perhatian khusus kepada petani dan nelayan. Hingga 
hari ini, hubungan itu tetap berjalan baik, dan dari segi struktural 
pimpinan-pimpinan DPD Partai Gerindra di daerah Sulsel menjabat 
juga sebagai Ketua HKTI. Untuk sekarang ini HKTI SulSel diketuai 
oleh Pak Rudiyanto”.28 
Jika ditinjau dari indikator akar partai di masyarakat dalam 
pelembagaan partai melalui hubungan antara Partai Gerindra dan HKTI, 
maka seharusnya ini merupakan gambaran basis sosial pendukung yang 
dimiliki oleh DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Basis ini berimplikasi 
pada model dan arah pergerakan dalam perjuangan partai. Dari 
kedekatan HKTI dan Partai Gerindra, dapat dikatakan bahwa partai ini 
memiliki kedekatan dengan para tokoh pembela rakyat petani secara luas.  
HKTI menjadi organisasi sosial yang besar di Indonesia. Karena itu 
dia memiliki peranan vital dalam percaturan politik dengan modal anggota 
yang cukup banyak. Anggota inilah yang kemudian terkadang dijadikan 
oleh Partai Gerindra sebagai basis konstituen dalam pelaksanaan 
pemilihan umum. Meski secara organisatoris, Partai Gerindra dan HKTI 
tidak diikat dalam satu jalur struktur organisasi yang paten, namun ketika 
merunut pada dasar perjuangan (ideologi) yang dimiliki oleh kedua 
organisasi tersebut cenderung sama. Hal ini dikarenakan orang-orang 
yang berkecimpung didalamnya diikat dalam sebuah kultur yang sama 
untuk bergerak, walaupun berdasarkan orientasi geraknya sedikit 
berbeda, dimana Partai Gerindra lebih berorientasi pada ranah politik, 
sedangkan HKTI berorientasi pada ranah sosial.  
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Pendapat dari informan sebelumnya yang mengatakan bahwa 
memang Partai Gerindra membangun jaringan pada organisasi-organisasi 
rakyat yang mayoritas sebagai Petani untuk menghimpun dukungan 
kepada Partai Gerindra. Jaringan ini dibangun karena atas dasar 
kesamaan ideologi. Namun, Penulis melihat dalam kenyataannya 
hubungan dengan jaringan ini tidak dibangun secara mapan. Hal ini 
dikarenakan oleh tidak tersalurkan secara penuhnya suara petani ke 
Partai Gerindra. Partai Gerindra hanya mengindentikkan diri saja sebagai 
partai petani dengan mengusung ideologi nasionalisme dengan ekonomi 
kerakyatannya.  Sehingga kekuatan afiliasi ini, tidak kuat dan tidak jelas 
dibandingkan dengan afiliasi antara organisasi masyarakat dengan Partai 
lain. Misalnya seperti, PAN dengan organisasi masyarakat 
Muhammadiyah.  
Partai Gerindra telah gagal membangun hubungan dengan HKTI. 
Padahal semestinya HKTI dengan dipimpin oleh kader-kader Partai 
Gerindra telah mampu membangun basis dukungan yang kuat dan kokoh. 
Suara yang akan diperoleh pun oleh Partai Gerindra dalam setiap 
pemilu/pemilukada, sudah pasti sangat besar. Usaha Partai Gerindra 
dalam mengidentikkan diri sebagai partai tani dan nelayan, belum cukup 
maksimal. Daya tarik Partai Gerindra ke petani belum cukup kuat. Tidak 
ada korelasi yang cukup kuat antara posisi Gerindra dengan pencitraan 
mereka sebagai partai petani. Karena kegagalan mengaitkan citra Partai 
Gerindra sebagai partainya petani ke petani sebagai konstituennya, 
dukungan Petani tidak dapat tersalurkan secara kuat dan solid. 
Hal ini pun terlihat sangat jelas di DPD partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Dukungan dari konstituen dan perolehan suara Partai Gerindra 
pada pileg 2014 bukan karena dari kokohnya akar partai di masyarakat 
dari hubungan kedekatan dengan organisasi HKTI. Penulis berasumsi 
bahwa hal ini terjadi karena tidak terbangunnya korelasi yang jelas dan 
kuat antara Partai Gerindra dengan HKTI di Sulawesi Selatan. Padahal 
massa HKTI di Sulawesi Selatan sangat besar. Partai Gerindra telah 
gagal memanfaatkan kedekatannya dan pencitraan yang telah dijalin 
dengan HKTI secara baik dan mapan. 
Ketidakjelasan kekuatan afiliasi antara partai dengan masyarakat 
ini, membuat kelemahan akar partai di masyarakat. Dalam indikator 
pelembagaan Partai Gerindra belum mengakar di masyarakat secara 
kuat. Peran partai politik yang semakin mundur ini menyebabkan 
ketiadaan akar partai di masyarakat. Ketiadaan ikatan kuat di tingkat akar 
rumput menandakan dari belum kuatnya pelembagaan Partai Gerindra. 
Vicky Randall dan Lars Svassand, mengatakan bahwa semestinya partai 
politik yang telah terlembaga dengan baik dari segi identitas nilai, apabila 
partai itu memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai 
pendukung loyal atau basis sosial. Karena pola dan arah kebijakan yang 
diperjuangkan dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan 
semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena 
orientasi politiknya sesuai dengan ideologi atau platform partai. 
Penulis menyimpulkan bahwa Partai Gerindra belum mengakar di 
masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena 
telah gagal membangun afiliasinya dengan organisasi sosial HKTI 
maupun organisasi masyarakat lainnya. Lemahnya akar Partai Gerindra di 
masyarakat mengakibatkan tidak adanya basis partai yang jelas. Faktor 
figuritas akan semakin menguat di masyarakat untuk menentukan pilihan 
terhadap partai politiknya. Masyarakat dalam memilih, tidak lagi karena 
faktor kesamaan ideologi, kesamaan visi dan misi, kesamaan pandangan 
dalam kehidupan, namun hanya karena faktor figuritas yang dimiliki oleh 
seseorang yang bergabung dalam partai tersebut. Dan partai pun hanya 
melihat dari figuritas tokoh tertentu. Tanpa membangun hubungan dengan 
masyarakat yang berlandaskan ideologi.  
Dalam dimensi akar partai di masyarakat menurut Scott 
Mainwaring, Partai Gerindra belum terlembaga dengan baik. Karena tidak 
adanya basis sosial atau basis dukungan yang jelas terhadap Partai ini 
terkhususnya di Sulawesi Selatan.  Partai tidak mengakar secara kuat di 




5.3. Pengakuan Terhadap Partai (Legitimasi) 
Adanya pengakuan dari elite dan warga Negara, bahwa partai 
politik merupakan hal penting dan mendasar bagi kehidupan demokrasi. 
Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara 
proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Akan tetapi jika 
lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya 
tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya 
masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang 
rakuslah yang merajalela, menguasai, dan mengendalikan segala proses-
proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. 
Pada awal reformasi, masyarakat sangat menaruh ekspektasi tinggi 
terhadap partai politik sebagai harapan bagi perubahan kehidupan, tetapi 
sekarang masyarakat justru merasa sangat kecewa terhadap kinerja 
partai politik. Tingkat partisipasi pemilih (voters turn out)  terus mengalami 
penurunan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Di samping itu, peningkatan 
jumlah massa mengambang (floating mass) di Indonesia saat ini sebagai 
gambaran akumulasi rasa kecewa masyarakat terhadap kinerja partai-
partai politik. Alih-alih menjadi harapan bagi perubahan kehidupan 
berbangsa dan bernegara, partai politik kini justru lebih menjadi sumber 
masalah akibat perilaku-perilaku elitenya.  
Masalah yang dihadapi partai merupakan salah satu bentuk 
dinamika internal partai, yang dalam penyelesaiannya membutuhkan 
pemahaman mengenai berorganisasi atau mengolah partai. Elite partai 
maupun warga negara harus memahami bahwa partai politik merupakan 
salah satu pilar dari demokrasi. Maka dari itu, dibutuhkan suatu 
pengakuan atau legitimasi terhadap partai politik. Legitimasi merupakan 
hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Pernyataan ini sesuai 
dengan yang diungkapkan oleh Apiaty Kamaluddin, M.Si : 
“Masyarakat harus sadar, bahwa partai politik itu memang sangat 
penting. Dan mereka harus percaya itu. Karena kami ini wakil 
mereka, kami yang akan perjuangkan setiap kepentingan-
kepentingan mereka. Jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, 
partai politik tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena 
tanpa kepercayaan itu kami tidak bisa memperjuangkan 
kepentingan mereka.”29 
Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin 
pada partai politik untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang 
mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan sebagai 
berlegitimasi. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap 
kewenangan. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan 
pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, 
membuat, dan melaksanakan keputusan politik.30  
Legitimasi dari masyarakat juga sebagai tanda berjalan atau 
tidaknya fungsi partai politik. Di dalam internal partai, legitimasi pun juga 
menjadi sangat penting. Legitimasi yang diberikan oleh masyarakat 
kepada salah satu partai politik, merupakan pemberian tanggung jawab 
dan hak untuk memimpin. Di dalam internal DPD Partai Gerindra Sulawesi 
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Selatan, pemberian legitimasi ini juga tergambar dengan kepercayaan 
dalam menentukan siapa pemimpin partai. Pemimpin partai inilah yang 
akan mengambil berbagai keputusan politik dan menentukan arah partai. 
Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Anwar Wahab, S.Sos : 
“Ketua partai yang akan mengarahkan kita akan melakukan apa, 
mengerjakan apa, ketua partai yang harus mengayomi kita. Ketua 
partai itu istilahnya induk kita. Kapan ketua berbelok, maka 
bawahannya pasti tidak terarahkan. Ketua itu harus menjadi 
seorang pemimpin yang baik. Partai Gerindra selalu dipimpin oleh 
orang-orang hebat. Pak Rudiyanto, Beliau sangat hebat, pengacara 
besar, lumayan berpengaruh. Walaupun, agak sedikit kaku, teklek, 
dan tertutup dalam memimpin. Banyak keputusannya diambil 
secara sepihak dengan orang-orangnyaji. Banyak keputusan yang 
diambil melanggar dari wewenangnya. Saya tidak mau bahas, 
pemecatan saya sebagai sekretaris umum, Pak A. Kilat sebagai 
bendahara umum, dan kawan-kawan yang lain ini juga termasuk 
atau tidak keputusan yang diambil secara sepihak. Pokoknya 
menurut Pak Rudi ini permintaan dari DPP.”31 
Penggantian kepemimpinan di DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan merupakan kesalahan elit partai yang tidak mampu menyamakan 
lagi visi dan misi mereka, yang akhirnya menimbulkan masalah 
kepentingan antara para elit partai. Dalam kasus Partai Gerindra 
kekecewaan terhadap kinerja pimpinan menjadi awal penggantian ini. 
Perbedaan pendapat dan kepentingan yang tidak mampu diredam serta 
disatukan yang membuat adanya kekisruhan ini. Hal ini menunjukkan 
bahwa dominasi kekuasaan yang ditunjukkan oleh Rudiyanto dalam 
pengambilan keputusan pada saat memimpin.  
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Sesuai dengan penjelasan Robert Michels bahwa partai politik yang 
semakin besar, membuat jarak sosial semakin lebar antara pimpinan 
partai dan anggotanya. Akibatnya minat dan keterlibatan aktif dari setiap 
anggota umumnya bertambah kurang secara drastis. Sebagian 
disebabkan karena anggota pada umumnya merasa bahwa suara mereka 
mungkin tidak akan didengar dan karena itu menarik diri dari partisipasi 
aktif. Apabila perasaan tidak berdaya, acuh tak acuh menyebar luas di 
kalangan bawahan akan muncul suatu massa pasif sebagai hasilnya 
tanpa memberikan suara efektif dalam menentukan kebijaksanaan 
organisasi. Sikap apatis ini dimanfaatkan oleh para pimpinan untuk 
memperkuat kekuasaan mereka dan mengejar kepentingannya. 
Pernyataan ini sesuai dengan diungkapkan oleh Drs. Ayadi Melleng : 
“Tidakji dibilang Pak Rudi gagal dalam memimpin tapi kita lihat 
sendirimi. Karakternya memang susahki. Karena merasaki 
pimpinan dan kami ini bawahan. Dia memang punya orang-
orangnya sendiri. Dan kami ini cuma menjalankan apa saja yang 
telah dia putuskan. Tidak ada proses tukar pikiran. Tapi maumi 
diapa? Memang karakternya  beliau begitu. Kami sebagai bawahan 
yah mengikuti saja. Banyak keputusan-keputusan partai yang 
hanya diambil secara sepihak oleh beliau."32 
Jabatan mereka yang berkuasa sebagai Ketua atau pimpinan partai 
memberikan kepada mereka suatu legitimasi tertentu yang tidak terdapat 
pada anggotanya. Karena legitimasi inilah maka seruan mereka yang 
sedang berkuasa itu yang mengatakan bahwa tindakan mereka untuk 
kepentingan anggota cenderung dipercayai daripada serangan kritik dari 
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lawan. Mereka juga memiliki sumber yang dapat mereka gunakan untuk 
“menyuap” lawan-lawan yang tangguh (atau bekerja sama) dalam 
lingkaran elit itu.  
Seorang sosiolog jerman, Ralf Dahrendorf lahir tahun 1929 
menyatakan hal yang serupa tentang otoritas elit yang berkuasa. Menurut 
Dahrendorf, mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang tunduk 
padanya pasti memiliki kepentingan yang saling bertentangan. 
Kepentingan kelas yang berkuasa adalah mempertahankan legitimasi 
posisinya yang dominan, atau dengan kata lain, mempertahankan status 
quo sejauh ada hubungannya dengan struktur otoritas itu. 
Meski muncul perlawanan dari bawahan, biasanya tidak menjadi 
halangan yang berarti. Karena kaum elit partai berada dalam pusat sistem 
komunikasi sehingga mampu mengontrol arus informasi untuk 
membenarkan kebijaksanaan dan tindakan mereka. Namun tidak berarti 
bahwa tidak mungkin untuk menggulingkan stuktur kekuasaan yang sudah 
mapan itu. Pada tingkat lokal, hal ini terjadi pada Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Sesuai yang diungkapkan oleh Anwar Wahab, S.Sos : 
“Jika sekarang ada penggantian, mungkin ketua yang ‟dulu‟ sedikit 
berbelok. Istilahnya kurang mampu memimpin kita semua. 
Permintaan penggantian ini memang permintaan dari cabang-
cabang se-Sulawesi Selatan. Maka dari itu dibuatkan mosi tidak 
percaya terhadap kepemimpinanya Pak Rudi, bukan karena kami 
disini yang asal-asal minta. Atau karena saya dipecat jadi saya 
yang mau beliau diganti. Tidak begitu, nah saya ini sama beliau yah 
bisa dibilang cukup dekat. Kalau ada permintaan penggantian 
karena memang beliau sudah dianggap tidak mampu. Dan beliau 
dibutuhkan di pusat. Walaupun memang ada banyak kesalahan-
kesalahan beliau.”33 
  
 Dari pernyataan diatas, Penulis beranggapan bahwa permintaan 
penggantian adalah sebagai bentuk rasa kekecewaan yang besar 
terhadap sosok pimpinan partai. Permintaan ini memang berasal dari 
desakan bawah. Dengan adanya keputusan-keputusan politik yang dibuat 
oleh Rudiyanto, menjadi pemicu besar gerakan perlawanan yang 
dilakukan oleh segilintir elit untuk menjatuhkan Rudiyanto. Secara 
langsung dikatakan dalam buku Teori-Teori Mutakhir Partai Politik oleh Dr. 
Ichlasul Amal bahwa organisasilah yang melahirkan dominasi golongan 
terpilih atas pemilih, pemegang mandat atas pemberi mandat, utusan atas 
pengutus, barang siapa berbicara tentang organisasi. 
Ketika pimpinan partai politik sudah mementingkan dirinya, maka ia 
bukan lagi patuh kepada konstituennya, melainkan patuh pada pemberi 
sokongan besar. Inilah pengaruh berbahaya bagi partai politik yang tidak 
memiliki kekuatan. Pada akhirnya partai politik hanya akan dijadikan alat 
kaum oligarkis partai untuk mempertahankan atau mewujudkan 
kepentingan mereka dan meninggalkan aspirasi rakyat dibelakangnya. 
Keputusan yang setiap kader partai terpilih dalam parlemen untuk mampu 
mempertahankan golongan penyokong partainya dan melupakan 
hakikatnya sebagai Partai Politik harapan rakyat, Partai Politik pembela 
rakyat, dan yang ada hanyalah partai politik yang menafikkan adanya 
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sistem demokrasi, serta menjadi partai politik yang melayani pemegang 
kedaulatan partai, bukan menjadi pelayan rakyat. 
Upaya yang dilakukan oleh DPD partai Gerindra Sulawesi Selatan 
dalam meredam konflik ini adalah dengan melakukan klarifikasi atas isu 
perpecahan di internal Partai Gerindra pada penggantian kepemimpinan 
partai melalui pemberitaan di berbagai media massa. Klarifikasi ini 
menyatakan bahwa terjadinya penggantian kepemimpinan memang 
karena langkah inilah yang harus dilakukan dan diambil oleh Prabowo 
Subianto. Menguaknya masalah ini di publik karena perbedaan pendapat 
di internal kader hanya mengatasnamakan suara personal, bukan suara 
Partai Gerindra secara institusi.  Menurut Ramlan Surbakti, agar tercipta 
stabilitas internal di tubuh partai politik, maka komunikasi di kalangan para 
anggota partai politik menjadi barang mutlak yang harus dilaksanakan 
dengan berlandaskan pada asas kolektivitas. Hal ini bertujuan guna tetap 
menjaga dan mempertahankan citra partai sebagai sebuah institusi yang 
solid di hadapan publik secara umum dan simpatisan Partai Gerindra 
secara khusus. Hal senada diungkapkan oleh Anwar Wahab, S.Sos : 
Tidak ada perpecahan di Partai Gerindra dalam penggantian 
kepemimpinannya, yang ada hanyalah dinamika. Dinamika ini kan 
biasa terjadi di dalam partai kita saat ini. Semua kader tetap solid 
terhadap Partai Gerindra. Semuanya terselesaikan dengan baik. 
Pak Rudiyanto dibutuhkan di pusat dan disini ada Pak La Tinro.”34 
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Dari pernyataan diatas, Penulis melihat bahwasanya argumen ini 
merupakan perwujudan partai politik  dalam menjalankan peran dan tugas 
internal organisasi, yakni proses penyelesaian konflik. Dinamika yang 
terjadi di internal partai seyogyanya perlu menjadi acuan penggerak partai 
untuk menjadi organisasi yang solid dan bukan justru sebaliknya. Menurut 
Gibson, Memanfaatkan manajemen informasi dalam mengelola dinamika 
yang terjadi dalam partai politik akan meningkatkan kemampuan 
organisasional dari partai tersebut dalam meredam potensi-potensi konflik 
yang lebih luas.  
Ketika DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan telah berhasil 
melakukan pengorganisasian terhadap prosedur tertentu di dalam 
organisasi partai, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal 
dan informal telah tertanam di dalam pola aktivitas partai. Maka menurut 
Guelermo O‟Donnel, partai tersebut akan mampu menghindarkan partai 
dari perpecahan, mengembangkan legitimasi dan menghadirkan reguritas 
perilaku dari para anggota sehingga daya penerimaan partai politik di 
dalam masyarakat dapat meningkat.  
Partai Gerindra telah melakukan langkah penggantian 
kepemimpinan sebagai upaya penguatan pelembagaannya dalam dimensi 
pengakuan terhadap partai politik dari elite politik menurut Scott 
Mainwaring. Namun, Penulis berasumsi penggantian ini bukan hanya 
dikarenakan sebagai upaya dalam menguatkan pelembagaan partai tetapi 
hanya sebagai bentuk rasa kekecewaan sebagian elite partai yang 
merasa sakit hati terhadap langkah-langkah politik yang diambil oleh 
Rudiyanto yang tidak menguntungkan bagi sebagian elite tersebut dalam 
berpolitik.  
Elite partai tidak memandang partai politik merupakan suatu hal 
yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi kita. Tetapi, hanya 
sebagai instrumen politik personal para elitenya. Partai dipandang sebagai 
kendaraan untuk berpolitik dan berkuasa. Partai tidak lagi dipandang 
sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. 
 
5.4. Organisasi Partai 
Di dalam sistem yang telah mengalami institusionalisasi, partai 
politik memiliki struktur internal, prosedur dan rutinitas yang jelas. Hal ini 
dapat dilihat dari kekuatan pengorganisasian di internal partai politik. 
Pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dalam DPD Partai 
Gerindra Sulawesi Selatan harus selalu berdasarkan atas pelaksanaan 
ADART partai secara konsisten dan konsekuen. ADART Partai 
merupakan fondasi dasar yang mengatur mekanisme penyelenggaraan 
partai. Selain itu, ADART juga memuat aturan-aturan dasar yang telah 
disepakati bersama dan berfungsi sebagai pengikat antara anggota dan 
partainya, garis ideologi serta arah kebijakan partai.  
Partai politik merupakan wadah konflik atau wadah mengatur dan 
menyelesaikan konflik. Partai politik juga merupakan peserta konflik dalam 
pemilihan umum dan dalam pembuatan keputusan di lembaga legislatif. 
Bahkan, dari fungsinya, partai politik berfungsi menampung dan 
mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan 
bertentangan menjadi suatu alternatif kebijakaan publik. Dengan 
melaksanakan fungsi agregasi kepentingan ini, partai politik juga berperan 
sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. ADART yang dirumuskan 
secara komprehensif dan rinci harus mampu memberi kaidah dan 
prosedur penuntun tindakan partai politik untuk melaksanakan fungsi 
sebagai lembaga konflik, peserta konflik, dan penyelesaian konflik. 
Menurut Sekretaris Umum DPD Partai Gerindra Sul-Sel, Dr. Ir. 
Apiaty kamaluddin, M.Si., ADART bagi Partai Gerindra menjadi dasar 
yang vital untuk melaksanakan kegiatan kepartaian dan menentukan 
kebijakan politik. Seluruh pengurus maupun kader partai Gerindra di 
semua tingkatan wajib tunduk dan patuh terhadap mekanisme organisasi 
sesuai dengan apa yang terdapat di ADART.  
“Penegakan ADART, ini merupakan salah satu prinsip dari Partai 
Gerindra. Begitupun dalam pemberian atas pelanggaran yang 
dilakukan oleh kader partai akan dikembalikan proseduralnya ke 
ADART”. 35 
 
Dari pernyataan di atas secara otomatis seluruh fungsi politik yang 
diemban oleh Partai Gerindra tidak akan keluar dari apa yang sudah diatur 
dalam ADART. Proses politik yang berlangsung di Partai Gerindra baik itu 
di tingkat pusat maupun daerah sudah sesuai dengan yang ada di 
ADART. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan Sekretaris Umum 
Partai Gerindra, Anwar Wahab, S.Sos. 
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“Pedoman dalam menjalankan roda organisasi Partai Gerindra 
yaitu ADART dan peraturan partai. Jadi semua yang dijalankan 
untuk internal maupun eksternal Partai Gerindra semua harus 
berdasarkan pada ADART. Tidak boleh ada yang menjalankan 
tidak sesuai atau bertentangan dengan ADART Partai”.36 
 
Penegakan ADART dalam setiap permasalahan internal partai 
merupakan suatu keharusan. Terdapat beberapa macam proses 
pengambilan keputusan di tingkatan DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan, beberapa proses pengambilan keputusan di internal partai ini 
memiliki kewenangannya masing-masing, dimana seluruh mekanisme dan 
tata cara pelaksanaannya pun telah diatur dalam AD/ART Partai Gerindra. 
Proses pelembagaan partai politik secara umum sangat dipengaruhi oleh 
nilai dan sifat yang dikandung oleh peraturan partai tersebut.  
Begitu juga pada proses pergantian kepemimpinan serta rombak 
struktur pengurus DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan 2013, 
diungkapkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Ir. H. La 
Tinro La Tunrung : 
“Dalam ADART Gerindra ketua DPD memang dipilih oleh Ketua 
Dewan Pembina yaitu Pak Prabowo. ADART Gerindra tidak sama 
dengan partai-partai lain, jadi penentuan kepemimpinan DPD 
menjadi keputusan mutlak ketua dewan Pembina. Jadi sebelumnya 
Partai saya partai Golkar, saya tidak pernah bergabung dengan 
Partai Gerindra. Kemudian saya dihubungi dan diminta langsung 
oleh pak Prabowo untuk menjadi Ketua DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan.”37 
Kisruh yang dihadapi oleh DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan 
telah memunculkan disharmonisasi yang berujung pada penggantian 
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37 Wawancara langsung dengan Ir. H. La Tinro La Tunrung, tanggal 8 April 2014. 
Rudiyanto. Hal ini menurut Penulis dikarenakan oleh, kurang tegasnya 
kader partai dalam menegakkan dan menggunakan ADART dalam 
menjalankan roda organisasi partai, serta dalam penyelesaian masalah di 
internal partai. Masalah-masalah di internal partai tidak pernah 
diselesaikan dengan mengembalikan ke ADART partai. Hal ini terlihat 
pada kepemimpinan Rudiyanto, pelanggaran wewenang yang dilakukan 
tidak pernah diberikan sanksi. Tetapi diselesaikan dengan secara tertutup. 
Hal ini diungkapkan oleh Drs. Ayadi Melleng : 
“Salah satu kegagalan Rudiyanto disebabkan oleh Istri Rudiyanto 
menyalahi wewenangnya, ibu Sita, mengadakan rapat pleno untuk 
menetapkan caleg yang akan maju di dapilnya. Itu suatu 
pelanggaran yang besar terhadap partai dan melanggar 
ADART/Peraturan Partai. Tetapi tidak ada sanksi dari partai. 
Kegagalannya lagi, Rudiyanto melakukan pemecatan terhadap 
beberapa pengurus DPD Gerindra Sulsel tanpa alasan yang pasti 
dan jelas. Serta tanpa ada mekanisme. Yang dipecat yaitu Anwar 
Wahab selaku Sekretaris Umum, A. Kilat Karaka, selaku 
Bendahara Umum, dll”.38 
 
Hal senada juga dikatakan oleh Anwar Wahab, S.Sos : 
“Selama DPD Partai Gerindra Sul-Sel terbentuk belum ada 
pemberian sanksi terhadap pelanggaran ADART oleh kadernya 
selalu terselesaikan dengan begitu saja. Mungkin tingkat toleransi 
antar sesama kader partai sangat tinggi. Kami pun memang sangat 
mengutamakan tingkat kebersamaan dan pengertian. Jadi hal-hal 
yang dianggap kecil tidak mesti diributkan.”39 
 
Berdasarkan pernyataan informan di atas Penulis melihat sejumlah 
kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh Rudiyanto, baik internal 
maupun eksternal partai merupakan penyebab penggantiannya. Salah 
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satu yang membuat kekecewaan yang sangat besar di tubuh partai 
Gerindra terhadap kepemimpinan Rudiyanto adalah sikapnya yang 
tertutup dan arogan terhadap keputusan-keputusan partai yang diambil. 
Kekecewaan yang besar terhadap Rudiyanto itu membuat adanya 
permintaan penggantian kepemimpinan di DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Dikeluarkanlah mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan 
Rudiyanto, yang disetujui oleh 18 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 24 
DPC se- Sulawesi Selatan. Menurut Guelermo O‟Donnel, hal ini 
dikarenakan peraturan yang hadir di dalam partai politik, secara tidak 
langsung mampu memberikan proteksi dan perlindungan terhadap 
kedaulatan partai dari berbagai macam kepentingan segelintir elit atau 
golongan tertentu yang bakal berujung pada terabaikannya kepentingan 
anggota dan institusi partai. Hal ini diungkapkan oleh Anwar Wahab, S. 
Sos : 
“Awalnya sama sekali tidak akan ada penggantian sampai selesai 
Pilpres 2014. Tetapi terjadi kekecewaan kami sebagai anggota dan 
bawahan dari Pak Rudiyanto mengenai kepemimpinannya. Kami 
sangat kecewa kepada Pak Rudiyanto pada Pilgub 2013. Karena 
kami sebagai teamnya sangat berjuang mati-matian. Alasan 
pemecatan saya menurut Pak Rudiyanto karena permintaan dari 
DPP Partai Gerindra. Mau tidak mau sebagai bawahan saya harus 
menerima keputusan itu.”40 
 
Berdasarkan pernyataan diatas penulis melihat pada pengambilan 
keputusan, organisasi DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan dalam hal 
pengambilan keputusan tidak menjalankan fungsi kordinatif dengan 
                                                           
40 Log.cit 
semua elemen dalam institusi partai. Elemen yang semestinya dilibatkan 
dalam hal setiap keputusan politik partai adalah seluruh fungsionaris DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Semestinya pelibatan seperti ini 
diperlukan dalam partai dikatakan oleh Angela Penebianco,41 agar partai 
mampu untuk mengatur dan mensinergikan potensi faksi yang bakal lahir 
di dalam organisasi, sehingga pola hubungan intra partai mampu 
mendorong berkumpulnya kepentingan partai dalam bentuk 
organisasional tunggal yang optimal. Tidak adanya ketegasan dalam 
pemberian sanksi terhadap kader partai membuat permasalahan di DPD 
Partai Gerindra sangat rumit dengan berbagai faktor. Pernyataan ini juga 
sangat menyiratkan bahwa adanya kepentingan yang tidak terakomodasi 
di segilintir elit partai.  
Keputusan final penggantian kepemimpinan tersebut merupakan 
bentuk penegasan sikap DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan atas 
pemberitaan di berbagai media atas polemik dualisme di tubuh internal 
Partai Gerindra. Dinamika yang terjadi di internal DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan menyiratkan bahwasanya tidak adanya kemandirian 
dalam pengambilan keputusan, hal ini disebabkan oleh kelemahan DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan dalam mereduksi dan mengeliminasi 
kepentingan personal atau kelompok yang bertentangan dengan 
kepentingan organisasi. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh March 
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 Alan Ware, log. cit., liat juga Angela Penebianco, log. cit. 
dan Olsen, bahwasanya institusi politik perlu memainkan peran yang lebih 
otonom dalam membentuk hasil politik (policy). 
 Penggantian inipun tidak luput pro dan kontra di segilintir elit partai. 
Diungkapkan Nasrullah Mustamin, SE : 
“Semestinya Pak Rudiyanto tidak pantas diganti. Penggantian ini 
hanyalah karena beberapa kepentingan politik saja. Mekanisme 
penggantianpun tidak seperti itu, ini sudah menyalahi ADART. 
Tetapi karena ada faktor yang lebih berkuasa, jadi semuanya hanya 
diam.”42 
Pernyataan di atas mengisyaratkan akan adanya perbedaaan 
pendapat dan dominasi terhadap pengambilan keputusan di dalam tubuh 
internal partai gerindra mengenai pergantian kepemimpinan ini. Proses 
penyelesaian masalah internal ini kemudian diselesaikan secara struktural 
oleh Prabowo Subianto dalam mencari sosok pengganti Rudiyanto yaitu 
La Tinro La Tunrung. Penyelesaian ini dengan cara Prabowo 
mengakomodasi 3 kubu. Kubu Rudiyanto, kubu yang dipecat oleh 
Rudiyanto, dan kubu baru La Tinro. Setelah La Tinro terpilih perumusan 
struktur kepengurusan semuanya diserahkan kepada La Tinro. 
Diungkapkan oleh Apiaty kamaluddin, M.Si : 
“Dalam perumusan struktur kepengurusan DPD, yaitu ketua DPD 
bersama pihak-pihak yang tau persis mengenai ketokohan, skillnya, 
nasionalismenya mengenai kepartaian. Tidak ada tekanan dalam 
pembuatan struktur pengurus DPD dari DPP, semuanya 
berdasarkan ADART.”43 
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Dari pernyataan di atas, Penulis melihat bahwa dalam DPD Partai 
Gerindra pasca penggantian kepemimpinan partai dan dalam 
merumuskan struktur pengurus yang baru melibatkan seluruh elemen 
dalam partai untuk mengawal keputusan tersebut, baik di kalangan 
pengurus, kader, dewan penasehat, dan seluruh kepengurusan partai 
yang bernaung di bawah struktur DPD Partai Gerindra. Menurut Guelermo 
O‟Donnel, pelibatan ini bertujuan agar sebuah keputusan yang akan 
dikeluarkan dapat memiliki unsur legitimasi yang kuat di kalangan internal 
DPD Partai Gerindra itu sendiri, sehingga keputusan yang telah hadir 
mampu menghadirkan behavioral routinization di internal partai politik, 
dimana terdapat pola organisasi yang stabil dengan ditunjang oleh aturan 
dan norma dalam pola aktivitas organisasi. Keputusan yang telah 
dihasilkan dari sebuah proses yang demokratis bersifat mengikat kepada 
seluruh kader di tingkatan DPD hingga ke bawah tanpa terkecuali.  
Penulis melihat belum ada ketegasan terhadap penegakan ADART 
di internal DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan dalam pengambilan 
keputusan dan pemecahan masalah di dalam internal partai. Sanksi 
terhadap pelanggaran akan hanya diberlakukan pada kader yang terbukti 
melakukan pelanggaran korupsi. Untuk pelanggaran internal partai tidak 
dikenakan sanksi. Longgarnya tekanan dalam ADART partai ini, membuat 
partai Gerindra dalam dimensi ini belum terlembaga dengan baik. 
Prosedural dan struktur Partai Gerindra pada penggantian kepemimpinan 
ini pun sangat belum jelas. Bahkan dalam pengambilan keputusan untuk 
perumusan struktur kepengurusan baru, terlihat sangat sentralisasi 
kepada La Tinro La Tunrung sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Hal ini tentunya membuat DPD partai Gerindra Sulawesi Selatan 
belum melembaga secara baik dari dimensi organisasi partai. 
Merujuk pada dimensi kejelasan organisasi partai menurut Scott 
Mainwaring, Partai Gerindra belum memiliki kejelasan struktur internal, 
prosedur, dan rutinitasnya. Terlihat dalam banyak aktivitas 
keorganisasiannya Partai Gerindra belum menegakkan ADART partai 
sebagai dasar mengambil keputusan. Partai Gerindra belum menjadikan 













Pada bab ini, Penulis akan akan menguraikan beberapa 
kesimpulan yang dapat di ambil setelah melakukan penelitian dan 
menguraikannya secara lebih terperinci. Selain kesimpulan, Penulis juga 
menawarkan beberapa saran dalam menghadapi fenomena yang sama 
dengan judul penelitian yaitu Pelembagaan Partai Politik pada 
penggantian kepemimpinan DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan 
periode 2013-2018. 
6.1. Kesimpulan 
Peran partai politik dalam proses seleksi kepemimpinan dan 
pengisian jabatan publik sangat penting. Namun, karena lemahnya 
pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, sehingga menyebabkan terdapat 
kecenderungan bahwa pelembagaan kepartaian mengalami kemunduran. 
Partai politik memerlukan sebuah kemampuan pelembagaan yang baik, 
guna mempertahankan eksistensi organisasi dalam setiap melaksanakan 
aktivitasnya. DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan sebagai bagian 
integral dari Partai Gerindra di Indonesia juga melakukan proses itu pada 
setiap momentum politik yang dilaksanakan, termasuk dalam proses 
penggantian kepemimpinan. Diantaranya adalah : 
a. Berdasarkan dimensi stabilitas kompetisi dalam internal partai, DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan belum mampu terlepas dari dominasi 
personal Ketua Dewan Pembinanya. Hal ini dibuktikan oleh dominasi 
Prabowo baik dalam mengambil keputusan untuk melakukan 
penggantian terhadap Rudiyanto Asapa dan juga dalam menetapkan 
penggantinya, yaitu La Tinro La Tunrung. Kuatnya kekuatan figur lokal 
yang tergabung di dalam DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan pasca 
penggantian Rudiyanto dengan La Tinro dalam kepengurusan baru ini, 
menjadi sumber daya dan kekuatan dalam Partai Gerindra. Namun, 
kekuatan figur yang lebih dominan ini membuat Partai Gerindra belum 
dapat terlembaga dengan baik. 
b. Dimensi akar kuat partai di masyarakat, Partai Gerindra dikenal 
sebagai partai yang memiliki kedekatan dengan organisasi massa 
yaitu HKTI. Hal ini semestinya menjadikan Partai Gerindra sendiri 
memiliki kekuatan basis dan massa yang besar. Namun, kedekatan ini 
tidak dimaksimalkan oleh Partai Gerindra. Akhirnya, Partai Gerindra 
sendiri tidak mempunyai basis dukungan sosial yang jelas di 
masyarakat. Dalam dimensi akar partai, terbukti Partai Gerindra belum 
terlembaga. 
c. Dimensi legitimasi terhadap partai politik dari elit dan warga negara, 
elit partai melihat bahwa partai politik ini menjadi penting untuk 
ditegakkannya kehidupan demokrasi di Indonesia. Elite partai maupun 
warga negara harus memahami bahwa partai politik merupakan salah 
satu pilar dari demokrasi. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengakuan 
atau legitimasi terhadap partai politik. Dalam kaitannya dengan 
masalah DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, legitimasi ini 
dibuktikan dengan adanya permintaan penggantian kepemimpinan ini. 
Permintaan ini karena adanya kekecewaan yang besar terhadap 
Rudiyanto dalam kepemimpinannya yang tidak terbuka.  
d. Dalam dimensi kejelasan organisasi partai, DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan dalam kaitannya dengan penggantian kepemimpinan 
ini mampu dijalankan dengan baik. Namun, dalam hal prosedur yang 
berkaitan dengan penegakan ADART Partai sebagi pedoman dalam 
penyelesaian masalah, DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan belum 
mampu menjadikan ADART sebagai pijakan dalam beroganisasi dan 
dalam mengelola partai dengan baik. Pengambilan keputusan di dalam 
penyelesaian masalah internal pun belum berdasarkan ADART. 
Prinsip kebersamaan dan toleransi yang besar terhadap antar sesama 
kader menjadi lebih dominan dibandingkan dengan ADART Partai 
yang mengikat. 
 Inilah beberapa upaya yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra 
Sulawesi Selatan dalam memperkokoh kedudukan Partai Gerindra 
sebagai sebuah organisasi guna memperkuat kelembagaan partai.  
6.2. Saran 
Adapun saran yang Penulis ajukan setelah melakukan penelitian ini, 
adalah sebagai berikut : 
a. Dalam setiap langkah yang dihasilkan atau diputuskan oleh DPD 
Partai Gerindra Sulawesi Selatan, idealnya partai tidak tergantung 
dari personalisasi satu figur. Kekuatan figur dalam partai memang 
penting, namun partai tidak semata-mata bergantung pada kekuatan 
figur. Sehingga, jika partai kehilangan figur, partai tetap bisa berjalan. 
b. Akar partai di masyarakat menggambarkan mengakarnya partai 
berdasarkan atas ideologi/platform partai. Afiliasi terhadap organisasi 
masyarakat membuat partai semakin kuat. Untuk memantapkan 
pelembagaan, Partai Gerindra harus mampu menumbuhkan ikatan 
antara masyarakat dan organisasi.  
c. Pengakuan atau legitimasi terhadap partai memang menjadi langkah 
awal dalam memperbaiki kepartaian Indonesia. Legitimasi ini 
membuahkan tanggung jawab yang besar terhadap partai. Pemimpin 
partai yang menjadi penentu arah dari berjalannya partai pun sangat 
penting dalam partai. Untuk memantapkan proses institusionalisasi 
partai politik, setiap kader partai harus mampu menyikapi setiap 
perbedaan pendapat secara dewasa.  
d. Dalam menjalankan organisasinya, setiap partai politik hendaknya 
melakukan pembenahan terhadap mekanisme yang ada sesuai 
AD/ART dan pedoman organisasi. Dimana setiap tahapan-tahapan, 
syarat, dan prosedur yang ada harus diketahui oleh seluruh elemen 
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Struktur Kepengurusan DPP Partai Gerindra : 
No. Jabatan Nama 
1 Ketua Umum Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc. 
2 Wakil Ketua Umum Politik dan Keamanan Fadli Zon, S.S., M.Sc. 
3 Ketua Bidang Politik Dalam Negeri H. Hairuddin, SH. 
4 Ketua Bidang Politik Luar Negeri Irianto Subiakto, SH., LLM. 
5 Ketua Bidang Hukum Irmawaty Habie 
6 Ketua Bidang HAM Johan J. Lewerissa, SH., MH. 
7 Ketua Bidang Pertahanan Muhammad Haris Indra, S.IP. 
8 Ketua Bidang Keamanan Sjukrianto Yulia, M.Fin 
9 Ketua Bidang HUMAS dan Media Massa Drs. M. Asrian Mirza 
10 KADEP HUMAS Wendra, S. Sos 
11 KADEP Media Massa Ondy Saptra 
12 Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Nesya Fitri Ani Gayo, M.Si 
13 KADEP Hubungan Dengan Partai Politik Eva Nur Fajriah 
14 
KADEP Hubungan Dengan Organisasi 
Massa Hilmi Rohman 
15 Ketua Bidang Pemerintahan Daerah Munatsir Mustaman, SH. 
16 KADEP Otonomi Daerah Drs. M. Solihat 
17 KADEP Pembangunan Daerah Gatot Garjito 
18 Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri 
Kombes (Pur) Dr. Alfons Loe 
Mau, M.Si. 
19 
Ketua Bidang Pengembangan Jatidiri 
Negara Rahmat Sorialam Harahap 
20 
Ketua Bidang Pemberdayaan Potensi 
Bela Negara Sahala Silalahi, SH. 
21 Ketua Bidang Pemantapan Ideologi Helmi Adam 
22 Wakil Ketua Umum Kesejahteran Rakyat Dra. Halida Nuriah Hatta, MA. 
23 Ketua Bidang Sosial Aulia Bonanza, MBA. 
24 KADEP Bantuan Sosial Syihabuddin AR, SE. 
25 KADEP Anak Terlantar dan Jalanan Anwar Santoso 
26 Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat 
A.S. Kobalen, SEM., MBA., 
M.Phil. 
27 Ketua Bidang Perempuan Anita Aryani 
28 KADEP Peranan Perempuan Grace Rosalyn Hutapea 
29 Ketua Bidang Lingkungan Hdup Dhohir Farisi 
30 KADEP Pencemaran Lingkungan Hidup Hery Susanto, M.Si 
31 KADEP Perbaikan Lingkungan Hidup Waskita Rini 
32 Ketua Bidang Pendidikan Durotun Nafisah 
33 KADEP Pendidikan Formal Irma Rahayu Nasution 
34 KADEP pendidikan Non Formal Ade Reza Haruyadi, S.IP., M.Si 
35 Ketua Bidang Seni Jamal Mirdad 
36 Ketua Bidang Budaya Samuel Lengkey 
37 Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Gudfan Arif, S.IP 
38 KADEP Pemuda dan Olahraga Yan Firwan 
39 
Ketua Bidang Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Fami Facrudin 
40 
KADEP Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Terapan Ivan Vanri Latief 
41 Ketua Bidang Tenaga Kerja dan TKI FX. Arief Poyuono, SE. 
42 KADEP Perburuan Drs. Anshori 
43 KADEP Tenaga Kerja Asing Yudhi Sabang, SH. 
44 Ketua Bidang Transmigrasi Irwansyah, SE 
45 Ketua Bidang Agama Habib Mahdi Alatas 
46 Ketua Bidang Kesehatan 
Dr. Benyamin Paulus 
Oktavianus, Sp.,P 
47 KADEP Kesehatan Masyarakat dr. Fitsgerald Patty 
48 KADEP Kesejahteraan Ibu dan Anak 
Prof. Dr. Sarjana, Sp.,OG(K)., 
SH. 
49 
Ketua Bidang Pemberdayaan Pemb. 
Daerah Agus Priyono 
50 KADEP Pemberdayaan Potensi Daerah Djoko Gudhiyanto 
51 KADEP Pembangunan Daerah Dra. R.A.J. Novdria Parasai 
52 Ketua Bidang Pariwisata Feryzal Adham, SE., MM 
53 KADEP Pendataan Wisatawan Moh. Nizar 
54 KADEP Pengembangan Wisata Dian Milani Hakim 
55 Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Ariza Patria 
56 KADEP Penanggulangan Bencana George Edwin Sugiharto 
57 Ketua Bidang Pertahanan  Eddy J. Wibowo, SH 
58 KADEP Sertifikat Tanah Ir. Julizar Idris, MM. 
59 
Wakil Ketua Umum Ekonomi, Keuangan, 
Industri, dan Pembangunan U.T. Murphy Hutagalung, MBA. 
60 Ketua Bidang perbankan dan Moneter Budi Tjahjono Prawiro 
61 Ketua Bidang Ekonomi Kusfiardi 
62 KADEP Perdagangan Pasar Dian Baskara Dewantara, SE. 
63 Ketua Bidang Ketahanan Pangan Ir. Soepriyatno 
64 Ketua Bidang Tani Heri Gunawan 
65 Ketua Bidang Nelayan Ir. Suminta Ismail 
66 Ketua Bidang Koperasi Abdul Hakam 
67 
Ketua Bidang Usaha Mikro dan 
Menengah Zacharias Omawele, SH. 
68 KADEP Usaha Mikro Kecil Mahendra Dito Sampurno, SH. 
69 KADEP Usaha Menengah Cornelis Suharyanto 
70 Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Dirgo D. Purbo 
71 KADEP MIGAS Hj. Ir. Dial Alwiyah, MHD. 
72 KADEP Pertambangan 
Drs. Abdul Kholik/Cholik 
Muhammad 
73 Ketua Energi Alternatif Ir. Bambang Irawan 
74 Ketua Bidang Kelautan 
Laksda TNI (PUR) Ferdinand 
Manengkei 
75 
Ketua Bidang Pengembangan Tanaman 
Industri Hery Ardianto, SE. 
76 Ketua Bidang Peternakan Dr. Drh. Kamaluddin Zarkash 
77 Ketua Bidang Perikanan Ikhwan Amiruddin 
78 Ketua Bidang Kehutanan Prasetyo Hadi, S.Hut 
79 Ketua Bidang Industri Aan Rudianto, SH. 
80 Ketua Bidang Pedagangan Arnes Nasutions  
81 Ketua Bidang Perumahan Rakyat Amir Gaos Latuconsina 
82 Ketua Bidang Jasa Keuangan Evi Safari Daskian 
83 Ketua Bidang BUMN 
Dr. Hasan Saman Ahabsyi, 
S.IP., SH., MBL 
84 Ketua Bidang Perpajakan dan Bea Cukai HMS Hadinagoro 
85 
Wakil Ketua Umum Organisasi, 
Kaderisasi, Keanggotaan Widjono Hardjanto 
86 
Ketua Bidang Organisasi dan 
Keanggotaan Ir. Sufmi Dasko, SH. 
87 KADEP Organisasi Ir. Rohmat Marzuki 
88 KADEP Keanggotaan Sugiyanto H. Semangun 
89 Ketua Bidang Informasi Strategies Sugiono, MM., MBA. 
90 Ketua Bidang kaderisasi 
Desmon Junaidi Mahesa, SH., 
MH. 
91 KADEP Pendapatan Kader Partai Sri Handiarti Hartono 
92 KADEP Pengembangan Kader Partai Sabam Rajagukguk 
93 Ketua Bidang Lembaga Internal Pius Lustrilanang 
94 Ketua Bidang Litbang Idin Rosidin 
95 
KADEP Litbang Organisasi dan 
Prosedure M. Said Bakhri 
96 KADEP Litbang Kebijakan Politik 
Andi Seto Gadhista Asapa, SH. 
LLM. 
97 Ketu Bidang Diklat Edhy Prabowo, MM., MBA. 
98 KADEP Analisa dan Evaluasi Diklat Kader Taufiqqurrahman 
99 KADEP Akademi Diklat Kader U. Azis Muslim 
100 Ketua Bidang Pembinaan Jaringan Maralda Hernanda Kairupan 
101 KADEP Hubungan Lintas Jaringan Tino Rahardian, SE., MM 
102 Ketua Bidang Pembinaan Mental Ideologi M. Zastrouw 
103 Ketua Bidang Advokasi Habiburokhman, SH 
104 KADEP Advokasi TKI Idrus Mony, SH. 
105 
KADEP ADVOKASI Perdagangan Pasar 
Tradisional  Kusminto Basuki 
106 Ketua Bidang Penggalangan Masyarakat Seno Broto 
107 KADEP Bimbingan masyarakat Ahmad Jojon 
108 Ketua Bidang SDM Ibnu Ariewibowo, SH. 
109 Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani 
110 Wakil Sekretaris Jenderal Anwar Ende 
111 Wakil Sekretaris Jenderal Abdul Harris Bobihoe  
112 Wakil Sekretaris Jenderal 
KOL CHB (PURN) Dalkijo, SH., 
SE 
113 Wakil Sekretaris Jenderal Ariyo Djojohadikusumo 
114 Wakil Sekretaris Jenderal Sally Rosalina 
115 Wakil Sekretaris Jenderal Drs. H. Ahmad Subagya, MA 
116 Wakil Sekretaris Jenderal Ketut Bagiade, SH. 
117 Wakil Sekretaris Jenderal Heru Johansyah 
118 Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Taslim Azis  
119 Wakil Sekretaris Jenderal Ir. Idham Chalid 
120 Wakil Sekretaris Jenderal Husna 
121 Bendahara Umum T.A. Muliatna Djiwandono 
122 Bendahara Ir. Nuroji 
123 Bendahara Resiya Safri 
124 Bendahara Mintarsih 
125 Bendahara Dwisasongko 
126 Bendahara KOL. CAJ. (PURN) Suhary Z.B. 
127 Bendahara Satrio Dimas Adityo 
Gambaran Umum DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan 
Secara khusus Penulis melihat Partai Gerindra di Sulawesi Selatan 
yakni pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi 
Selatan. Struktur kepengurusan DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan 
Periode 2010-2015 yaitu: 
No. Jabatan Nama  
1 Ketua Andi Rudiyanto Asapa, SH., LLM 
2 Wakil Ketua Asyhab Azis, SE., MBA. 
3 Wakil Ketua Ir. Yarifai Mappeati 
4 Wakil Ketua Drs. H. Suwardi Tahir 
5 Wakil Ketua Ir. Zainal Abidin  
6 Wakil Ketua Ir. Rusdin Tabi  
7 Wakil Ketua Ir. Hendrik Dalima 
8 Wakil Ketua Nasrullah Mustamin, SE. 
9 Wakil Ketua Ir. Sulfadly Samad 
10 Sekretaris Anwar Wahab, S.Sos 
11 Wakil Seketaris Yasin AR, SE. 
12 Wakil Seketaris Hj. ST. Suharni, S.Sos. 
13 Wakil Seketaris Yelvis Bakan S. Kom 
14 Wakil Seketaris Letiza Sampetoding, SKM. 
15 Wakil Seketaris Imran Andi Tau 
16 Wakil Seketaris Nova Tadjuddin, S. Pi., M.Si 
17 Wakil Seketaris Dr. Agussalim A. Gajong, SH. MH. 
18 Wakil Seketaris Andi Syarifuddin 
19 Bendahara Ir. A. Kilat Karaka 
20 Wakil Bendahara Avidya Tallulembang, SE. 
21 Wakil Bendahara Rudy Riko, SE 
22 Wakil Bendahara Gemini Salurapa, SE 
23 Wakil Bendahara Ir. H. Benny Burhanuddin 
24 Wakil Bendahara Eric Horas 
25 Wakil Bendahara Usman Jusman 
Struktur Pengurus DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan setelah 
adanya penggantian kepemimpinan untuk Periode 2013-2018 adalah 
sebagai berikut:  
No. Jabatan Nama 
1 Ketua Ir. Haji la Tinro La Tunrung 
2 Wakil Ketua H. Andi Idris Manggabarani, SE 
3 Wakil Ketua Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd. 
4 Wakil Ketua Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si 
5 Wakil Ketua H. Syamsuddin, SH., MH 
6 Wakil Ketua H. Mulyadi Mustamu 
7 Wakil Ketua Ir. Andi Iwan Darmawan Aras 
8 Wakil Ketua Ir. H. Amirullah Pase, MM 
9 Wakil Ketua H. Andi Sudirman 
10 Wakil Ketua Rizal Maknun 
11 Wakil Ketua Andi Idhanursanty 
12 Wakil Ketua Ir. H. Rusdin Tabi, MBA 
13 Wakil Ketua Drs. H. Syamsuddin Razak 
14 Wakil Ketua Faisal Mamma 
15 Wakil Ketua Herlina Londong 
16 Wakil Ketua Ir. Yarifai Mappeaty 
17 Wakil Ketua Ir. Sanusi Anwar, MT 
18 Wakil Ketua Misriani Ilyas 
19 Wakil Ketua Nasrullah Mustamin, SE 
20 Wakil Ketua Ir. Marwan R. Hussein 
21 Wakil Ketua Syamsir Rahim, SE, MM. 
22 Wakil Ketua Eric Horas 
23 Wakil Ketua Andi Tenri Rio 
24 Wakil Ketua H. Zirmayanto Zainal, SH. 
25 Wakil Ketua Haryanto Parrung, ST. 
26 Wakil Ketua H. Kamaruddin Muhammad, SE., M.Si 
27 Wakil Ketua Suryanto 
28 Wakil Ketua H. Tasbih Hadri 
29 Wakil Ketua Andi Baso Abdullah, SE 
30 Wakil Ketua Andi Ilham, SE 
31 Wakil Ketua Martono 
32 Sekretaris Dr. Ir. Apiaty Kamaluddin, M.Si 
33 Wakil Sekretaris Anwar Wahab, S.Sos. 
34 Wakil Sekretaris Andi Patappaunga Soetomo 
35 Wakil Sekretaris Andi Silvi Pawellangi 
36 Wakil Sekretaris Ahmad Andi Madepungeng 
37 Wakil Sekretaris Asnawi Yusuf 
38 Wakil Sekretaris Didis Abdi Abubaeda, SE. 
39 Wakil Sekretaris Ir. Natsar Desi, M.Si. 
40 Wakil Sekretaris Ir. Ruchjat Djayadi Putra, MT.  
41 Wakil Sekretaris Pdt. Belman Tamu'u 
42 Wakil Sekretaris Andi Sanggalangi 
43 Wakil Sekretaris Ir. Ratnawaty Yusuf Late  
44 Wakil Sekretaris Moh. Hatta Alwi, SE, M.Si 
45 Wakil Sekretaris Mahading, S.Sos. 
46 Wakil Sekretaris Drs. Ayadi Melleng 
47 Wakil Sekretaris Andi Troy Martino 
48 Wakil Sekretaris Yurna Rivai, SE 
49 Wakil Sekretaris Kartika Kristina Mongkar 
50 Wakil Sekretaris Linda Rahmat, SE 
51 Wakil Sekretaris Nur Afni Ad, SS 
52 Wakil Sekretaris Syawaluddin Arief 
53 Wakil Sekretaris Yusran Sofyan 
54 Wakil Sekretaris Yervis M. Pakan 
55 Wakil Sekretaris Andi Arman, SE 
56 Wakil Sekretaris Drs. Ahmad Kahar Idu 
57 Wakil Sekretaris Pice Jahali, SH 
58 Wakil Sekretaris Nurul Safitri Fatahullah, ST 
59 Wakil Sekretaris Sofyan Hamid 
60 Wakil Sekretaris Jabal Sur, SP 
61 Wakil Sekretaris Muhammad Natsir Dacong 
62 Wakil Sekretaris Andi Gusti P 
63 Bendahara Ir. A.M. Kilat Karaka 
64 Wakil Bendahara H. M. Roem La Tunrung, SH. 
65 Wakil Bendahara Yenni Aryani 
66 Wakil Bendahara Ir. A. Heri Suhari Attas 
67 Wakil Bendahara Hj. Danrakati La Tunrung, SE. 
68 Wakil Bendahara Muh. Ikhbiranzikra Malik 
69 Wakil Bendahara Dra. Hj. Masniar Mappesawang 
70 Wakil Bendahara Drs. Joni Intan Limbongan 
71 Wakil Bendahara Yunus Syaiful, SE. 
72 Wakil Bendahara Hj. Deniary R. Alwi Hamu, SE, MM 
73 Wakil Bendahara Drs. Muh. Yasin AR 
74 Wakil Bendahara H. Andi Parengrengi, SH 
75 Wakil Bendahara M. Ichsan Lussa, SE, MM. 
76 Wakil Bendahara Yasir Mahmud, SE. 
77 Wakil Bendahara Bahtiar Bardi, SE. 
78 Wakil Bendahara Dra. Erna Amin 
79 Wakil Bendahara Hj. Ernawati, SS. 
80 Wakil Bendahara Rita Maulita Aries 
81 Wakil Bendahara Farida Suwardi 
82 Wakil Bendahara Gemini Salurapa, SE. 
83 Wakil Bendahara Andi Yuviani Paris 
84 Wakil Bendahara Mardiah, SE 
85 Wakil Bendahara Merry Karsono 
86 Wakil Bendahara Andi Corana 
87 Wakil Bendahara Dr. Amiruddin 
88 Wakil Bendahara Hj. Indra Sulyadi 
89 Wakil Bendahara H. Nurdin Inar, SE. 
 
Susunan Dewan Penasehat Daerah Partai Gerindra Provinsi Sulawesi 
Selatan : 
No. Jabatan Nama 
1 Ketua Drs. H. A. Soetomo, M.Si 
2 Anggota Drs. H. A. Nawir, MP. 
3 Anggota Dr. Azikin Solthan, M.Si 
4 Anggota H. A. Syamsoel Alam, S.Sos, MBA, MM 
5 Anggota Andi Sukri Sappewali AS 
6 Anggota Drs. A. Mangunsidi Massarapi, M.Si 
7 Anggota ST. Diza Rasyid Ali 
8 Anggota Asyhab Azis, SE., MBA. 
9 Anggota Drs. H. Said Pammusu, M.Si 
 
 
